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PERATURAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU 
DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN PADANG PARIAMAN 

Nomor : 37/KEP/DPMPTP-2022 

TENTANG 
RENCANA ICERJA (RENJA) DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN 

TERPADU DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 
2023 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
IMPALA DINAS DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU DAN 

PERINDUSTRIAN KABUPATEN PADANG PARIAMAN 

Menimbang : a. bahwa Dokumen Rencana Kerja (Renja) Perangkat 
Daerah berfungsi sebagai Pedoman Perencanaan 
Teknis Operasional dan Merupakan Penjabaran teknis 
Renstra Perangkat Daerah untuk setiap unit kerja yang 
memuat Visi, Misi serta arahan Kebijakan teknis; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud huruf a, dipandang perlu menetapkan 
Peraturan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan 
Terpadu dan Perindustrian Kabupaten Padang 
Pariaman tentang Rencana Kerja (Renja) Dinas 
Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan 
Perindustrian; 

Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang 
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam 
Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaga 
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25); 

b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan negara; 

c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4421; 

e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 
2007, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
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Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 33, 

f. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 
2014 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5495); 

g. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5587); 

h. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor Tahun 2005 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578); 
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang 
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4816); 

j. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan 
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 21 
Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4817; 

k. Pemerintah Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4833); 

1. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 
Tahun 2020-2024; 

m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 
Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah; 

n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 
tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan 
Evaluasi Rencana kerja Pembangunan Daerah Tahun 
2015; 

o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2016 
tentang Pembangunan Wilayah Terpadu; 

P. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2017 
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan 
Evalusai Pembangunan Daerah tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana 
Kerja Pemerintah Daerah; 

q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 
Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi 
Pemerintah Daerah; 
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r. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 
Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, 
dan Nomenldatur, perencanaan Pent bangunan dan 
keuangan daerah ( Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2019 Nomor 1447); 

s. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 
Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi 
dan Validasi Pemuthalciran Klasifikasi, kodefikasi dan 
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan 
keuangan daerah; 

t. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 
05 Tahun 2011, ntang Rencana Tata Ruang Wilayah 
Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2010-2030; 

u. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 
7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan 
Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan 
dan Susunan Perangkat Daerah; 

v. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 
12 Tahun 2021, tentang Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022; 

x. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 
69 Tahun 2021 tentang Perangkat Daerah dan Perbup 
SOTK Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu 
dan Perindustrian Padang Pariaman 

y. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 56 Tahun 
2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022; 

z. Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal 
Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Kabupaten 
Padang Nomor: 003/KEP/DPMPTP-2021 tentang 
Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Pelayanan 
Terpadu clan Perindustrian Kabupaten Padang 2021-
2026; 

Memutuskaa : 
Meastapkan : 
Kesatu •. Peraturan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan 

Terpadu dan Perindustrian tentang Rencana Kerja Dinas 
Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Kabupaten Padang 
Pariaman Tahun 2023. 

BAB I 
ICETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Kepala Dinas Penanaman Modal 
Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Kabupaten Padang 
pariaman ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Padang Pariaman; 
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2. Rencana Paembangunan Jangka Panjang 
Daerahkabupaten Padang Pariaman Tahun 2005-
2025 yang selanjutnya disebut RPJP Daerah Tahun 
2006-2025 adalah Dokumen Perencanaan 
Pembangunan Daerah untuk periode 20 (Dua Puluh) 
Tahun terhitung sejak Tahun 2005 sampai dengan 
2025; 

3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026 yang 
selanjutnya disebut RPJM Daerah Tahun 2021-2026 
adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah 
untuk Periode 5 (Lima) Tahun terhitung sejak tahun 
2021 sampai dengan Tahun 2026 yang merupakan 
penjabaran lebih lanjut dan i RPJP Daerah Tahun 
2005-2025 

4. Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah yang 
selanjutnya desebut Renstra OPD adalah Dokumen 
Perencanaan Satuan kerja perangkat daerah untuk 
periode 5 (Lima) Tahun; 

5. Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah yang 
Selanjutntya desebut Renja adalah Dokumen 
Perencanaan Organisasi perangkat Daerah untuk 
periode 1 (Satu) Tahun; 

6. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang 
diinginkan pada akhir periode perencanaan; 

7. Misi adalah rumusan mengenai upaya-upaya yang 
akan dilaksanakan untuk meujudkan visi; 

8. Strategis adalah langkah-langkah berisikan program-
program indikatif untuk meujudkan visi dan misi; 

9. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh 
Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan; 

10. Program adalah Instrumen Kebijakan yang berisi satu 
atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh 
Organisasi Perangkat Daerah untuk mencapai 
sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi 
anggaran atau kegiatan masyarakat yang 
dikoordinasikan oleh Dinas penanaman Modal 
Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Kabupaten 
Padang Pariaman; 

BAB II 
SISTEMATIRA RENJA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU 

DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN PADANG PARIAMAN 
Pasal 2 

Sistematika Rencana kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan 
Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman disusun sebagai berikut: 
BAB I : PENDAHULUAN 
BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU DAN 

CAPAIAN RENSTRA 
BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 
BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 
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BAB V : PENUTUP 

Pasal 3 
I si dan uraian Renja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu 
danPerindustrian kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023 sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2, selengkapnya seperti tersebut dalam Lampiran dan 
merupakan bagian tidak terpisahkan dan i Peraturan Kepala Dinas 
Penanaman Modal Pelayanan Terpadu danPerindustrian kabupaten Padang 
Pariaman m i. 

Pasal 4 
Renja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu danPerindustrian 
kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023 merupakan pedoman seluruh 
Komponen Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian 
kabupaten Padang Pariaman dalam melaksanakan Tugas pokok dan 
fungsinya. 

BAB III 
ICETENTUAN PENU'TUP 

Pasal 5 
Peraturan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu clan 
Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman ini mulai berlaku pada tanggal 
tetapkan. 

Ditetapkan di: Pariaman 
pada tanggal : 30 Juni 2022 

hEP.ALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN 
TERPATM- DAN PER1NDUSTRIAN 

KASUPATEN PADANG PARIAIVIAN 

F: 
LAvA 

141/0.6:' 

^E/lUirift; 

'Drs. YU !ARM RIVAL, Apt 
Pembina Utama Muda NIP. '9630905 199003 1 001 
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KATA PEN GANTAR 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah 

menyiapkan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan 

tugas pokok dan fungsinya dan berpedoman pada Renstra SKPD. 

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, DPMPTP Kabupaten Padang Pariaman 

menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 sebagai pedoman dalam melaksanakan 

program dan kegiatan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program 

dan kegiatan tahun 2023 sesuai dengan RPJMD Padang Pariaman Tahun 2021-2026. 

Rencana Kerja DPMPTP Padang Pariaman Tahun 2023 yang telah disusun ini 

merupakan komitmen dan i pimpinan dan seluruh staf DPMPTP demi terwujudnya visi, 

misi, tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra DPMPTP 

Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026. Sebagai lembaga teknis di bidang 

pelayanan perizinan dan penanaman modal, dan Perindustrian DPMPTP Kabupaten 

Padang pariaman berupaya seoptimal mungkin untuk mendukung terwujudnya visi 

dan misi pemerintah daerah Kabupaten Padang Pariaman. 

Semoga Rencana Kerja (Renja) DPMPTP Kabupaten Padang Pariaman Tahun 

2023 ini dapat memberi warna bagi peningkatan kualitas perencanaan pembangunan 

daerah di Kabupaten Padang Pariaman. 

Pariaman, 11 pull 2022 
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN 

TERPAM -13AN P ERI N DUST RIAN 
KABLIPATEN PADANG PARIAMAN 

aNAS 
(17:YANAN 

gr 
Drs. YI.1 I4kftat RtVAI, Apt 

Pembina Mama Muda NIP. 19630905 199003 1 001 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Perencanaan menduduki peran penting dalam rangka percepatan 

pencapaian visi dan misi dalam pembangunan suatu wilayah, yang 

keseluruhannya akan menuju pada satu titik yaitu kesejahteraan masyarakat. 

Dalam UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 

(SPPN) Pasal 3 ayat 1 disebutkan bahwa Perencanaan Pembangunan Nasional 

mencakup penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintahan yang 

meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam Wilayah Negara Republik 

Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut, cakupan perencanaan pembangunan 

nasional perlu memperhatikan tujuannya yang antara lain menjamin terciptanya 

integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, 

antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah. 

Pasal tersebut menegaskan bahwa perencanaan pembangunan nasional 

dibangun secara makro oleh pemerintah pusat untuk kemudian menjadi dasar 

bagi pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan dengan skala yang lebih 

spesifik. Perencanaan yang disusun baik di tingkat pusat maupun daerah memiliki 

beberapa jenjang, antara lain rencana pembangunan jangka panjang, rencana 

pembangunan jangka menengah, dan rencana pembangunan tahunan. Oleh 

karena itu, demi menjaga keserasian dan tercapainya pemerataan pembangunan 

dan i tingkat pusat hingga daerah, setiap kabupaten/kota di wajibkan melakukan 

penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Kerja Pembangunan 

Daerah (RKPD) dengan tetap mengacu pada dokumen perencanaan wilayah di 

atasnya. 

Rencana kerja (Renja) adalah dokumen perencanan SKPD untuk periode 

1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program sub program dan kegiatan 

pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun 

yang dilaksanakan oleh masyarakat Rencana Kerja DPMPTP dan (Renja DPMPTP) 

Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan 

yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka 

1 



WRENJA 2023 DPMPTP KABUPATEN PADANG PARIAMAN 

regulasi dan kerangka anggaran untuk periode 1 (satu) tahun. Renja memuat 

evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2022 dan perkiraan capaian 

tahun 2023 , program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran serta 

sumber dana yang dibutuhkan untuk tahun 2023. 

Renja DPMPTP Tahun 2023 memiliki fungsi dan peran yang strategis 

dalam sistem perencanaan pembangunan daerah, karena Renja DPMPTP Tahun 

2023 pada dasarnya adalah pelaksanaan dokumen Rencana Kerja Pembangunan 

Daerah (RKPD) Tahun 2022, merupakan penjabaran dan i Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-

2026. Dengan demikian, Renja DPMPTP Tahun 2023 adalah pedoman bagi 

penyusunan Kebijakan Umum APBD dan Penetapan Prioritas Plafon Anggaran 

Sementara serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2023. 

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi 

kekosongan rencana pembangunan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023 

(Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022) 

sebagai pedoman bagi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah (RAPBD) Tahun 2023 serta Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 

Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023, maka RPJMD Kabupaten Padang 

Pariaman 2021-2026 dapat menjadi dasar dalam penyelenggaraan pembangunan 

khususnya pada program-program pembangunan yang relatif strategis dan 

membawa kesejahteraan masyarakat sampai dengan tersusunnya kembali RPJMD 

untuk Tahun 2021-2026. Untuk menyusun RKPD dan Renja SKPD kita 

mempedomani 1) RPJPN Tahun 2005-2025, 2) RPJMN Tahun 2015-2020, 3) 

RPJPD Propinsi Sumbar 2005-2025, 4) RPJPD Kabupaten Padang Pariaman 2005-

2025, 5) RPJMD Tahun 2010-2015. 

Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah (Renja SKPD) Dinas Penanaman 

Modal dan Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman 

memuat berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 

2023, merupakan penjabaran dan i Visi, Misi dan Program dan i Renstra DPMPTP. 

Sebagai satuan kerja perangkat daerah yang mendukung pemerintah Kabupaten 

Padang Pariaman dalam melalcsanakan koordinasi dan penyelenggaraan serta 

2 



1 III r RENJA 2023 DPMPTP KABUPATEN PADANG PARLAMAN 

pelayanan administrasi bidang perizinan secara terpadu dengan prinsip 

koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi dan keamanan. 

Rancangan Renja SKPD dibahas pada forum SKPD, dimana pembahasan 

tersebut meliputi penyelarasan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan 

fungsi SKPD berdasarkan usulan program dan kegiatan hasil musrenbang 

kecamatan, penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai 

dengan tugas dan fungsi SKPD, penyelarasan program dan kegiatan antar SKPD 

dalam rangka sinergi pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai 

dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD, penyesuaian pendanaan program 

dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing SKPD. 

Kemudian Renja tersebut dipergunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan 

kegiatan pada tahun 2023. 

1.2. Landasan Hukum 

Yang menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran 

DPMPTP Kabupaten Padang Pariaman adalah sebagai berikut: 

1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan daerah Otonom 

Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25); 

2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007, tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33); 

4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5) Undang-Undang Nomor 25 Tabun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

6) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 

3 



11 1, RENJA 2023 DPMPTP KABUPA TEN PADANG PARIAMAN 

7) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140), Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4578); 

8) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas 

Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816); 

9) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, 

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 

10) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang 

Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); 

11) Peraturan Presiden Nomor 02 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Nasional Tahun 2015-2020; 

12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, tentang 

perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Perubahan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah; 

14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan 

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara 

Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan 

Daerah; 

15) Permendagri 72 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pembangunan Wilayah Terpadu; 

16) Permendagri 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan 

Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan daerah tahun 2015; 
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17) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008, tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 

2005-2025. 

18) Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 02 Tahun 2010, tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Padang Pariaman 

Tahun 2005-2025 

19) Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 05 Tahun 2011, tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2010-2030; 

20) Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 08 Tahun 2011, tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Padang Pariaman 

Tahun 2010-2015; 

21) Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 12 Tahun 2021, tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; 

22) Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 12 Tahun 2021, tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022; 

23) Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 56 Tahun 2021 tentang Penjabaran 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022; 

1.3. Maksud dan Tujuan 

Maksud 

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) DPMPTP disusun untuk memenuhi maksud 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan 

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan tatacara 

penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana Pembangunan 

Daerah. Disamping untuk memberikan gambaran tentang program kegiatan 

pembangunan DPMPTP tahun 2023 guna mencapai sasaran pembangunan 

dengan memperhatikan dan menganalisis lingkungan strategis internal maupun 

eksternal. 

Tujuan 

Tujuan penyusunan Rencana Kerja DPMPTP adalah: 

1) Untuk memberikan pedoman dan arahan dan penyelarasan program dan 

kegiatan DPMPTP. 
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2) Mempertajam indikator serta target kinerja program dan kegiatan DPMPTP 

sesuai dengan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan; 

3) Menyelaraskan program dan kegiatan DPMPTP dengan Rencana 

Pembanguna daerah dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai 

dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan prioritas pembangunan 

daerah; dan 

4) Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan 

pagu indikatif untuk masing-masing SKPD Kabupaten Padang Pariaman. 

1.4. Sistematika Penulisan 

Penyajian Renja DPMPTP disusun menurut sistimatika sebagai berikut: 

BAB I. PENDAHULUAN 

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan 

rancangan Renja SKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat 

dipahami dengan balk. 

1.1. Latar Belakang 

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja SKPD, proses 

penyusunan Renja SKPD, keterkaitan antara Renja SKPD dengan 

dokumen RKPD, Renstra SKPD, dengan Renja K/L dan Renja 

provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses 

penyusunan RAPBD. 

1.2. Landasan Hukum 

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, 

peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur 

tentang SOTK, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan 

acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD. 

1.3. Maksud dan Tujuan 

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dan i penyusunan 

Renja SKPD. 

1.4. Sistematika Penulisan 

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta 

susunan garis besar isi dokumen. 

BAB II. EVALUAS1 PELAKSANAAN FLEW SKPD TAHUN LALU 

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra 
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Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan 

Renja SKPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun 

berjalan (tahun n-1), 

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain: 

1) Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja 

hasil/keluaran yang direncanakan; 

2) Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja 

hasil/keluaran yang direncanakan; 

3) Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja 

hasil/keluaran yang direncanakan; 

4) Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau 

melebihi target kinerja program/kegiatan; 

5) Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra 

SKPD; dan 

6) Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu 

diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut. 

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD 

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD 

berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, 

maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 

Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis 

indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-

masing SKPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

terkait dengan kinerja pelayanan. 

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD 

Berisikan uraian mengenai: 

1) Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang 

terkait dengan pelayanan SKPD; 

2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam 

menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD; 

3) Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, 

terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan 

MDGs (Millenium Developmnet Goals); 

7 



WRENJA 2023 DPMPTP KABUPATEN PADANG PARIAMAN 

4) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD dan 

5) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang 

strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan 

kegiatan prioritas tahun yang direncanakan. 

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD 

Berisikan uraian mengenai: 

1) Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan 

awal RKPD dengan hash l analisis kebutuhan; 

2) Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan; 

3) Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan 

penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, 

misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak 

terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan 

cocok namun besarannya berbeda; dan 

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 

Dalam bagian ini diuraikan hash l kajian terhadap program/kegiatan 

yang diusulkan para pemangku kepentingan, balk dan i kelompok 

masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, 

asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dan i SKPD 

kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada SKPD Provinsi 

maupun berdasarkan hash l pengumpulan informasi SKPD provinsi 

dan i penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang 

kabupaten/kota (bila sudah dilakukan). 

Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara lain: 

1) Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program /kegiatan 

usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh; 

2) Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu 

penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD; 

BAB III. TWIJAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Telaahan terhadap 

kebijakan Daerah dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang 

menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan 

yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD. 
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3.2 Tujuan dan sasaran Renja SKPD 

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu 

penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan 

dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD. 

3.3 Program dan Kegiatan 

Berisikan penjelasan mengenai: 

1) Faktor-faktor yang menjadi bahan petimbangan terhadap rumusan 

program dan kegiatan. 

2) Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, 

antara lain meliputi: 

a) Jumlah program dan jumlah kegiatan. 

b) Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang 

tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada 

kawasan atau kelompok masyarakat tertentu). 

c) Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut 

sumber pendanaannya. 

3) Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai 

dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu 

indikatif, maupun kombinasi keduanya. 

BAB IV. PENUTUP 

Berisikan uraian penutup, berupa: 

1) Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka 

pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak 

sesuai dengan kebutuhan. 

2) Kaidah-kaidah pelaksanaan. 

3) Rencana tindak lanjut 
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BAB II 

EVALUASI PELAICSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU DAN 

CAPAIAN RENSTRA 
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BAB II 

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA 

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2021 

2.1.1. Gambaran Umum Kinerja SKPD 

Pelaksanaan kegiatan DPMPTP Tahun 2021 secara umum selaras dengan 

Renstra DPMPTP, sebagaimana ditetapkan dalam APBD Kabupaten Padang 

Pariaman Tahun 2021dan DPA Tahun 2021 DPMPTP Padang Pariaman selaku 

Perangkat Daerah memperolsh alokasi belanja langsung sebagai berikut: 

Rp.23.859.845.076,00 Dengan Realisasi belanja Rp. 14.492.371.271,00 atau 

60,74% Hasil Renja DPMPTP Tahun 2021 secara umum telah dilaksanakan dengan 

optimal dan dapat mencapai target yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan dapat 

terlaksananya semua kegiatan dan dapat memenuhi output yang diharapkan. 

Untuk melihat Review dan Evaluasi Pelaksanaan Renja DPMPTP tahun 2021 

dan realisasi Renstra DPMPTP mengacu pada hash l laporan kinerja tahunan 

DPMPTP dan realisasi APBD Tahun 2021 dapat kita lihat secara lebih terperinci 

dalam tabel 2.1. dan tabel 2.2. berikut: 

TABEL 2.1. 

REICAPITULASI REALISASI ANGGARAN PROGRAM/KEGIATAN DPMPTP TAHUN 2021 

Kode 

Rekening 

Uraian 

Program/Kegiatan 
Anggaran 

Realisasi 

Keuangan 
Pers 

Sian 

Anggaran 

I 2 3 4 5 6 

BELANJA LANGSUNG 

ROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAlt,
KABUPATEN/KOTA 

2.12.2.12.01.01.01 Perencanaan, Penganggaran , dan 
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 

65.500.000,00 65.419.900,00 99,88 80.100,00 

2.12.2.12.01.01.01.01 Penyusunan dokume_n perencanaan 
perangkat daerah 

32.175.000 ,00 
32.175.000,00 100,00 0,00 

2.12.2.12.01.01.01.07 Evaluasi kinerja perangkat daerah 33.325.000,00 33.244.900,00 99,76 80.100,00 

2.12.2.12.01.01.02 Administrasi Keuangan Perangkat 
Daerah 

3.330.522.726,00 3.169.850.326,00 95,18 160.672.400,00 

2.12.2.12.01.01.02.01 Penyediaan Gaji clan tunjangan ASN 3.204.272.726,00 3.047.360.326,00 95,10 156.912.400,00 

2.12.2.12.01.01.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan 
Tugas ASN 

124.590.000,00 120.950.000,00 97,08 3.640.000,00 

2.12.2.12.01.01.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan 
Keuangan Akhir tahun SKPD 

1.660.000,00 1.540.000,00 92,77 120.000,00 

2.12.2.12.01.01.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat 
Daerah 

3.160.000,00 3.054.174,00 96,65 105.826,00 

2.12.2.12.01.01.05.11 Bimmbingan Teknis Implementasi 
Perauran Perundang-undangan 

3.160.000,00 3.054.174,00 96,65 105.826,00 

2.12.2.12.01.01.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 141.002.950,00 140.255.822,00 99,47 747.128,00

2.12.2.12.01.01.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan 
Kantor 

17.816.700,00 17.746.700,00 99,61 70.000,00 

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 

2.12.2.12.01.01.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan 
Penggadaan 

26.513.250,00 26.005.500,00 98,08 507.750,00 

2.12.2.12.01.01.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan 
Perundang-undangan 

4.800.000,00 4.800.000,00 100,00 0,00 
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2.12.2.12.01.01.06.08 Fasilitas Kunjungan Tamu 4.590.000,00 4.576.000,00 99,89 14.000,00 

2.12.2.12.01.01.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan 
Konsultasi SKPD 

87.283.000,00 87.127.622,00 99,82 155.378,00 

2.12.2.12.01.01.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusart 
Pemerintaah Daerah 

384.395.400,00 382.084.214,00 99,40 2.311.186,00 

2.12.2.12.01.01.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 44.430.000,00 44418.000,00 99,97 12.000,00 

2.12.2.12.01.01.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber 
Daya Air dan Listrik 

45.814.000,00 45.863.914,00 99,67 150.086,00 

2.12.2.12.01.01.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor 

11.650.000,00 11.617.500,00 99,72 32.500,00 

2.12.2.12.01.01.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 282.501.400,00 280.384.800,00 99,25 2.116.600,00 

2.12.2.12.01.01.09 Perneliharaan Barang Milik Daerah 
Penunjang Unman Pemerintah Daerah 

114.748.000,00 113.731.387,00 99,11 1.016.613,00 

2.12.2.12.01.01.09.01 Penyediaanpsa Pemeliharaan , inaya 
Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan 
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas 
Jabatan 

105.700.000,00 104.711.587,00 99,06 988.413,00 

2.12.2.12.01.01.09.09 Pemehharaan/Rehabilitas Gedung Kantor 
dan Bangunan Lainnya 

9.048.000,00 9.19.800,00 99,69 28.200,00 

PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM 
PENANAMAN MODAL 

2.12.2.12.01.01.15 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif 
Dibidang Penanaman Modal yang 
menjadi Kewenangan Daerah Kabpaten 
clan Kota 

9.370.000,00 8.385.000,00 89,49 985.000,00 

2.12.2.12.01.01.15.01 Penetapan Kebijakan Daerah mengenai 
Pemberian Fasilitas/Insentif dan 
Kemudahan Penanaman Modal 

9.370.000,00 8.385.000,00 89,49 985.000,00 

2.12.2.12.01.01.16 Pembuatan Peta Potensi Investasi 
Kabupaten/Kota 

45.000.000,00 44.910.000,00 99,80 90.000,00 

2.12.2.12.01.01.16.01 Penyusunan Rencana Umum Penanaman 
Modal 

45.000.000,00 44.910.000,00 99,80 90.000,00 

PROGRAM PROMOS! PENANAMAN 
MODAL 

2.12.2.12.01.01.17 Penyelenggaraan Promosi Penanaman 
Modal yang menjai Kewenangan 
Daerah Kabupaten/Kota 

33.903.000,00 33.796.000,00 99,68 107.000,00 

2.12.2.12.01.01.17.02 Pelaksanaan Kegiatan Promosi 
Penanaman Modal Daerah 
Kabupaten/Kota 

33.903.000,00 33.769.000,00 99,68 107.000,00 

PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN 
MODAL 

2.12.2.12.01.01.18 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan 
Secara Terpadu Satu Pintu dibidang 
Penanaman Modal yang menjadi 
Kewenangan Daerah Kabupaten/kota 

118.570.000,00 117.269.307,00 98,90 1.300.693,00 

2.12.2.12.01.01.18.01 Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan 
dan NonPerizinan berbasis Sistem 
Pelayanan Perizinan Berusaha 
Terintegrrasi Secara Elelctronik 

76.890.000,00 76.724.501,00 99,78 165.499,00 

2.12.2.12.01.01.18.02 Pemantauan Pemenuhan Komitmen 
Perizinan dan NonPerizinan Penanaman 
Modal 

15.500.000,00 15.289.000,00 98,64 211.000,00 

2.12.2.12.01.01.18.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan 
pemberiaan Fasilitas/Insentif Daerah 

26.180.000,00 25.255.806,00 96,47 924.194,00 

PROGRAM PENGENDALIAN 
PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL 

2.12.2.12.01.01.19 Pengendaliaan Pelaksanaan 
Penanaman Modal yang menjadi 
Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 

358.242.000,00 233.774-400,00 65,62 122.467.600,00 

2.12.2.12.01.0L19.01 Koordinasi clan Sinkronisasi Pemantauan 
Pelaksanaan Penanaman Modal 

48.300.000,00 26.123.500,00 54,09 22.176.500,00 

2.12.2.12.01.01.19.02 Koordinasi da Sinkronisasi Pembinaan 
Pelaksanaan Penanaman Modal 

181.222.000,00 154.761.900,00 85,40 26.460.100,00 

2.12.2.12.01.01.19.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan 
Pelaksanaan Penanaman Modal 

126.720.000,00 52.889.000,00 41,74 73.831.000,00 

PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN 
SISTEM INFORMASI PENANAMAN 
MODAL 

2.12.2.12.01.01.20 Pengelolaan Data dan Inforrnasi 
Perizinan dan Nonperizinan Yang 
Terintegrasi Pada Tingkat Daerah 
Kabupaten/Kota 

8.585.000,00 8.515.000,00 99,18 70.000,00 

2.12.2.12.01.01.20.0t Pengolahan, penyajian dan pemanfaatan 8-585-000,00 8.515.000,00 99,18 70.000,00 
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data dan informasi perizinan dan non 
perizinan berbasis sistem pelayanan 
perizinan berusaha terintegrasi secara 
elektronik 
PROGRAM PERNCANAAN DAN 
PEMBANGUNAN INDUSTRI 

3.07.2.12.01.01.15 Panyusunan,Penerapan dan Evaluasi 
Rancana Pembangunan Industri 
ICabupaten/Kota 

19.248.846.000,00 10.174325.74400 52,84 9.077.520.259,00 

3.07.2.12.01.01.15.01 Penyusunan Rencana Pembangunan 
Industri Kabupaten/Kota 

88.100.000,0o 88.054.616,0o 99,95 45.384.,00 

3.07.2.12.01.01.15.04 Koordinasi,Sinkronisasi,dan Pelaksanaan 
Pembangunan Sarana dan Prasarana 
Industri 

12.960.250,00 12.960.204,00 100,00 46,00 

3.07.2.12.01.01.15.05 Koordinasi,Sinkronisasi,dan Pelaksanaan 
Pemberdayaan Industri dan Peran Serta 
Masyarattat 

19.147.785.750,00 10.070.310.921,00 52,59 9.077.474.829,00 

jundah 
23.859.845.076,00 14.492.371.27400 60,74 9.367.473.805,00 

2.1.2. Penetapan Indikator Kinerja 

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif 

yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah 

ditetapkan. Indikator kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (input), 

keluaran (output), hash l (outcome), manfaat (benefit) dan dampak 

(impact). Indikator-indikator tersebut dapat berupa Dana, sumber daya 

manusia, laporan, dokumen dan indikator lainnya. Penetapan indikator 

kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk 

masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan sebagaimana 

terlampir 

2.1.3. Capalan dan Evaluasi Program/Kegiatan Tahun 2021 

Sebagaimana ditetapkan dalam APBD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 

2021 dan DPA Tahun 2021 Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu 

dan Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman selaku SKPD memperoleh 

target pendapatan dan alokasi anggaran belanja, realisasi belanja secara 

keseluruhan hanya sebesar Rp. 14.492.371.271,00 atau 60.74% dani 

anggaran belanja yang ditetapkan sebesar Rp 23.859.845.076,00,-

Realisasi belanja operasional hanya sebesar Rp. 4.522.621.100,00,- atau 

93,91% dan i anggaran belanja operasi yang ditetapkan sebesar 

Rp.4.815.887.376,00,- sedangkan realisasi belanja modal sebesar Rp 

9.969.750.171,00 atau 52,35% dan i anggaran belanja modal yang 

ditetapkan sebesar Rp.19.043.957.700,00. Realisasi pendapatan secara 

keseluruhan sebesar Rp 523.354.508,00 atau 52,34% dan i Anggaran 

target yang ditetapkan sebesar Rp 1.000.000.000,00. 
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Hasil Renja DPMPTP Tahun 2021 secara umum telah dilaksanakan dengan 

optimal dan namun masih ada target yang ditetapkan belum tercapai. Hal 

ini dikarenakan belum terlaksananya semua kegiatan dan yang dapat 

memenuhi output yang diharapkan. 
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TABEL 2.2. T-C.29 

REKAPITULASI REALISASI KINERJA EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA DPMPTP DAN 

PENCAPAIAN RENSTRA DPMPTP S/D TAHUN 2021 

ICABUPATEN PADANG PARIAMAN 

KODE 

Urusan/Bidang Urusan 

Pemerintahan Daerah Dan 

Program/Kegiatan/ Sub 

Kegiatan 

Indikator Kinerja Program 

(outcomes)/ Kegiatan (output) 

Target Kinerja 

Capaian Program 

(Renstra SKPD) 

Tahun 2020 

Realisasi Target 

KinerJa Hasil 

Program dan 

Keluaran 

Kegiatan o/d 

dengan Tahun 

2020 

Target dan Kegiatan 

Targaet 

Program dan 

Kegiatan

Perkiraan Realisasi Capaian Target 

Renstra SKPD s/d Tahun berjalan 

Target Renja 
SKPD tahun 

2021 

Realisasi 
Renja SKPD 

2021 

Tingkat 
Realisasi 

(Renja 

SKPD tahun 

2022) 

Realisasi Capaian 
Program dan Kegiatan 

old tahun berjalan 2021 

Tingkat Capaian 

Realisasi Target 

Renstra 

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 

USAN PEMERINTAHAN 
DAERAH 
KABUPATEN/KOTA 

Persentase Terpenuhinya 
Pelayanan Pemerintahan 
Daerah 

t00% t00% 100% wo% look 100% 100% t00% 

Nlial SAKIP Perangkat 
Daerah HasII Evaluasi 
lnspektorat 

A A A A A A A A 

Persentase Temuan BPK 
yang DItindalclanjutl 

t00% 100% 100% 100% t00% t00% t00% t00% 

2.12.2.12.01.0 

1.01 

Perencanaan, 
Penganggaran , dan 
Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

Persentase Keselarasan 
Dokumen Perencanaan dan 
Penganggaran Perangkat 
Daerah 

N/A N/A 90% 90% 90% 92% 90% 90% 

2.12.2.12.01.0 

1.01.01 

Penyusunan dokumen 
perencanaan peranglcat 
daerah 

jumlah Dokumen Renstra,Renja, 
RKA N+1, RKA Perubahan, DPA 
N +1 ,DPA Perubahan 

6 Dokurnen 6 Dokurnen 6 Dokumen 6 Dokumen 6 Dokumen 5 Dokurnen 6 Dokumen 6 Dokumen

2.12.2.12.01.0 

1.01.07 

Evaluasi Icinerja peranglcat 
daerah 

jumlah Dokumen terlaksananya 
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 
DPMPTP (Lppd,Lakip) 

3 Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen 

2.12.2.12.01.0 

1.02 

Adminisumsi Keuangan 
Perangkat Daerah 

Persentase Terpenuhinya 
Administrasi Keuangan 

wox l00% t00% um% t00% t00% t00% t00% 

2.12.2.12.01.0 

1.02.01 

Penyediaan Gaji dan 
tunjangan ASN 

Jumlah Pembayaran Gaji Dan 
Tunjangan Kerja ASN 

1 Perangkat 
daerah 

1 Perangkat 
daerah 

1 Perangkat 
daerah 

1 Perangkat 
daerah 

1 Perangkat 
daerah 

t Perangkat 
daerah 

1 Perangkat 
daerah 

1 Perangkat 
daerah 
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2.12.2.12.01.0 

1.02.02 

Penyediaan Administrasi 
Pelaksanaan Tugas ASN 

Jumlah bulan tertalcsananya 
Penyediaan jasa Administrasi 
Keuangan 

12 bulan 12 bulan 12 blliall 12 bulan 12 bulan 12 bUiall 12 bulan 12 bulan 

2.12.2.12.01.0 Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Dokumen Lap Keuangan , 

1.02.05 
Laporan Keuangan Akhir 
tahun SKPD 

Lap Keuangan 
Bulanan/Trtwulan/Semesteran 

N/A N/A 1 dokumen t dokumen i dokumen i dokumen i dokumen 1 dokumen

SKPD 

2.12.2.12.01.0 

1.05 

Adatinistrast 
Kepegawalan Peranglcat 
Daerah 

Persentase Terpentchlnya 
Peningicatan ICapasitas Pegawat 
Peranglcat Daerah 

40% 40% 9 0 % go% 90% 92% 90% 90% 

2.12.2.12.010 Bimmbingan Teknis Jumlah ASN (Perencana) yang 

1.05.11 
Implementasi Perauran 
Perundang-undangan 

mengikuti Bimtek Implementast 
Peraturan Perundang-undangan  N/A N/A 6 orang 6 orang 6 orang 6 orang 6 orang 6 orang 

Tentang Perencanaan Pembagunan 
Daerah 

2.12.2.12.01.0 Admintstrast Unman Persentase Terseleaggaranya 
Peranglcat Daerah Pengadmhitstrastan Unarm 12 buten 12 buten 12 bulan 11 bla1111 ta bubo 12 bulan 12 Wan 12 bulan 

1.06 Peranglcat Daerah 

2.12.2.12.01.0 Penyediaan Peralatan dan Jumlah Peralatan dan Perlengkapan N/A N/A 6 unit 6 unit 6 unit 6 unit 6 unit 6 unit 

1.06.02 
Perlengkapan Kantor Kantor dan ATK 

Penyediaan Peralatan jumlah bulan terlaksananya 
Rumab Tangga penyediaan peralatan rumah 

tangga 

180 buah 180 buah 180 buah 180 buah 180 buah 180 buah 180 buah itio buah 

2.12.2.12.01.0 Penyediaan Barang Cetakan Jumlah bulan terlaksananya 5000 5000 5000 5000 s000 5000 5000 5000 

dan Penggadaan Penyedtaan Barang Cetakan dan unbar lumbar !mbar lembar lembar lumbar lembar lembar 
1.06.05 Penggandaan 

2.12.2.12.01.0 Penyediaan Bahan Bacaan Jumlah Bahan Bacaan dan 1800 1800 1800 1800 1800 1800 

1.06.06 
dan Peraturan Perundang- 
undangan 

Peraturan Perundang-undangan 
yang dIsedialcan 

N/A N/A exampliar exampliar exampliar exampliar exampliar exampliar 

2.12.2.12.01.0 Fasilitas Kunjungan Tamu Jumlah Makanan dan Minuman 
yang Disediakan 

1 Larkin 1 tahun i tahun 1 tahun t tahun 1 tahun I tahun I tahun 

1.06.08 

2.12.2.12.01.0 Penyelenggaraan Rapat jumlah Fasilitas Rapat-rapat 
Koordinasi dan Konsultasi Koordinasi dan Konsultasi Ice luar N/A N/A 1 tahun i tahun I rah= 1 tahun 1 tahun t tahun 

1.06.09 SKPD dan Dalam Daerah 

2.12.2.12.01.0 Penyedhum jam Persentase Tersedtanya Jam 
Penuniang Urusan Penn/slang Urusan Pemerintah 100% 100% Ion% 100% t00% 100% z00% 100% 

1.08 Penwrintaah Daerah Daerah 

2.12.2.12.01.0 

1.08.01 

Penyediaan jasa Surat 
Menyurat 

jumlah penyediaan jasa surat 
menyurat 

1 tahun i tahun 1 tahun I tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 

2.12.2.12.01.0 Penyediaan Jasa 
Komunikasi,Sumber Daya 

Jumlah Penyediaan Jasa 
komunilcas1Sumber Daya Air dan 

t tahun t tahun 1 tahun t tahun i tahun 1 tahun t tahun i tahun 
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1.08.02 Air dan Listrik Listrik 

2.12.2.12.01.0 

1.08.03 

Penyediaan Jasa Peralatan 
dan Perlenglcapan Kantor 

Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan 
dan Perlenpapan Kantor 

12 BUiall 12 Wall 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 BUiall 12 Bulan 12 Bulan 

2.12.2.12.01.0 

1.08.04 

PenyedIaan Jasa Pelayanan 
Umum Kantor 

Jumlah Tenaga Swakelola ,Tenaga 
IT,Sopir dan Kebersiban Per Kantor 

io Orang 10 Orang 10 Orang 10 Orang to Orang 10 Orang 10 Orang 20 Orang 

2.12.2.12.01.0 

1.09 

PenniBurson Barang 
MilW Daerah Penuniang 
Urusan Pemerintah 
Daerah 

Persentase Terlaksananya 
Pemellharaan Barang MWk 
Darah 

100% 100% t00% l00% i00% t00% t00% t00% 

2.12.2.12.01.0 

1.09.01 

Penyediaan Jasa 
Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan, dan Pajak 
Kendaraan Peroranpn 
Dims atau Kendaraan Dinas 
Jabatan 

Jumlah Jasa Pemeliharaan,Biaya 
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan 
Perorangan Dinas atau Kendaraan 
jabatan 

12 bulan 12 Wan 12 Bulan 12 Bulan 13 Bulan 12 Bulan 12 Man 12 Bulan 

2.12.2.12.01.0 

1.09.09 

Pemeliharaan/Rehabilitas 
Gedung Kantor dan 
Bangunan Lainnya 

Jumlah Gedung kantor Yang 
Dipelihara/Rehabilltas 1 Gedung 1 Gedung 12 Bulan 12 Bulan 22 Bolan 12 Wan 12 Bulan 12 Bulan 

PROGRAM 
PENGEMBANGAN 'KUM 
PENANAMAN MODAL 

Penyunman Rencana Umunt 
Penanaman Modal 

i 
dokumen 

i 
dokumen 

1 
dokumen 

1 
dokumen 

I 
dokumen 

1 
&Acumen 

1 
dokumen 

1
dokumen 

2.12.2.12.01.0 

1.15 

Penetapan Pembedan 
FasIlitas/Insentlf 
Dibldang Pensumman 
Modal yang menIadl 
Kewenangan Daerah 
ICabpaten dan Kota 

Jumlah Bulan dan Dokumen 
Terlaksananya Penetapan 
Pemberlan Fasilltas finsentif DI 
Bldang Penanaman Modal yang 
Menktdi Kewenangan Daerah 
Kabupaten/Kota 

ta bulen LI bulan 12 balsa 12b21110 ta bulan u bulan 12 bulan 12 bulan 

2.12.2.12.01.0 

1.15.01 

Penetapan Kebijakan 
Daerah mengenai 
Pemberian Fasilitas/Insentif 
dan Kemudahan Penanaman 
Modal 

Jumlah Penetapan Kebijalcan 
Daerah Mengenai Pemberlan 
Fasilitas/Insentif dan Kemudahan 
Penanaman Modal 

dokumen, 
Perbup 

dokumen, 
Perbup 

2 dokumen, 
3 Perbup 

2 dolcumen, 
3 Perbup 

2 

dokumen. 
3 Perbup

dolmmen, 
3 Perbup 

2 dokumen, 
3 Perbup 

1 dokumen, 
3 Perbup 

2.12.2.12.01.0 

1.16 

Pembuatan Peta Potensl 
Investasi Kabupaten/Kota 

Jumlah Bulan dan Dokumen 
Terlaltssuuumya Pembuatan Pets 
Potend Investasl 
Kabupaten/Kota 

n bulan u bulan u bulan ta bulan n Wan la bulan LI bulan 12 bulan 

2.12.2.12.01.0 

1.16.01 

Penysunan Rencana Umum 
Penanaman Modal Daerah 
Kabupaten/Kota 

Jumlah N ilai Investasi Berskala 
Nasional(PMDN/PMA) 

1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen I dokumen 

Jumlah Bulan Terlaksananya 
penyusunan Rencana Umum 
Penanaman Modal Daerah 
Kabupaten/Kota 

12 bulan 12 WWI 12 Wall 12 bulan 12 bulan 12 bu Ian 12 bulan 12 bulan 
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PROGRAM PROMOS! 
PENANAMAN MODAL 

INVESTASI BERSKALA NASIONAL 

(PMDN/PMA) 

1 dokumen 
4 Event 

1 dokumen 
4 Event 

a dokumen 

4 Event 
a dokaunen 

4 Event 
a dokumen 

4 Event 
a dokumen 
4 Event 

a dokumen 
4 Event 

a dokumen 
4 Event 

2.12.2.12.01.0 Penyelenggaraan Promosl jtunlah &ban Dokumen dan 

1.17 
Penanaman Modal yang 
menial Kewenangan 

Event Terlaksanannya 

Penyelenggaraan Promosi 
 u bulan la bulan ta Wan 12 bulan a bulan 12 beaten aa bulan La bulan 

Daerah ICabupaten/Kota Penanaman Modal yang menjadi 
Kewenangan Dams* 

2.12.2.12.01.0 Pelaksanaan Keglatan 

Promos' Penanaman Modal 

Jumlah Event Promos' Investasi 
0 Event 

o Event 

diganti 
1.17.02 

Daerah Kabupaten/Kota 
4 Event 4 Event 4 Event 

diganti dengan 

Pembuatan 
dengan 4 Event 4 Event 4 Event 

Pembuatan 
Audio visual 

Audio visual 

PROGRAM PELAYANAN INDEKS ICEPUASAPI 

PENANAMAN MODAL MASYARAKAT PERANGICAT 88 88 88 ea se se 88 88 

DAERAII 

2.12.2.12.01.0 Pelayanan Perizinan dan Jumlah Bulan Terlakssmanya 

Non Perkban Secara Pelayanan perlzhian Dan Non 
1.18 

Terpadu Satu Mtn Pedals= Secara Terpadu Satu 

dIbidang Penanaman Minna DIBIdang Penanaman ta Wan u Wan 12 beaten 12 WW1 12 bulan 12 bulan ta halm 12 bulan 

Modal yang tnenjadi Modal yang Menjadl 

Kewenangan Daerah Kewenangan Daeralt 

ICabupaten/kota 

2.12.2.12.01.0 Penyediaan Pelayanan Jumlah Pelayanan Terpadu 

Terpadu Perizinan dan Perizinan Dan Nonperizinan 
1.18.01 

NonPerizinan berbasis Berbasis Pelayanan Perizinan 1500 1500 1500 1500 1500 1700 1500 1500 

Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi Secara dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen dokumen 

Berusaha Terintegrrasi Elektronik 

Secara Elektronlic 

2.12.2.12.010 Pemantauan Pemenuhan Jumlah Pemantauan Pemenuhan 

118.02 
Komitmen Perizinan dan 
NonPerizinan Penanaman 

komitmen Perizinan dan 
NonPerizinan Penanaman Modal 

8o0 Juta Boo Juta 800 Juta Soo Juts 800 Juta 80o Juta 800 Juta Boo Juta

Modal 

2.12.2.12.01.0 Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah Bulan Koordinasi dan 

1.18.04 
Penetapan pemberiaan 
Fasilitas/Insentif Daerah 

SINKRONISASI Penetapan 
Pemberian Fasilitas/Insentif 

12 Whin 11 bulan 12 bulan 12 WW1 11 bulan 12 bulan 11 bulan 12 bulan 

Daerah 

PROGRAM IUMLAH MUCK PERIZINAN DAN 

PENGENDAI1AN NON PERIZINAN YANG alto objek uto objek wo objek aoo objek 100 objek no objek ioo objek loo objek 

PELAICSANAAN DIAWASLDIKENDALIICAN DAN 

PENANAMAN MODAL DITERTIBICAN 

2.12.2.12.010 Pengendalban Jumlah Bulan Terlaksana 11 bulan 11 bulan 12 Whin u bulan 12 bulan 11 bulan 12 bulan la bulan 
Pengendallaan Pelaksanaan 

Penanaman Modal Yana Menladi 1.19 
Pelaksanaan Penanaman 

Modal yang mania& 
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Kewenangan Daerah 
Kabupaten/Kota 

ICewenangan Daerah 
Kabupaten/Kota 

2.12.2.12.01.0 

1.19.01 

Koordlnasi dan Sinlcronisasi 
Pemantauan Pelalcsanaan 
Penanaman Modal 

Jumlah Perusahaan PMA/PMDN 
Yang Menyampaikan Laporan 

15 
Perusahaan 

15 
Perusahaan 

15 
Perusahaan 

15 
Perusahaan 

15 
Perusahaan 

15 
Perusahaan 

15 
Perusahaan 

15 
Perusahaan 

2.12.2.12.01.0 

1.19.02 

Koordinasi da Sinlcronisasi 
Pembinaan Pelaksanaan 
Penanaman Modal 

Terciptanya Kerja Sama Dengan 
Kecamatan 

17 
Kecamatan 

17 
Kecamatan 

17 
Kecamatan 

17 
Kecamatan 

17 
Kecamatan 

17 
Kecamatan 

17 
Kecamatan 

17 
Kecamatan 

2.12.2.12.01.0 

1.19.03 

Koorchnasi dan Sinlcronisasi 
Pengawasan Pelalcsanaan 
Penanaman Modal 

Terciptanya Kepatuhan Masyarakat 
Terhadap Perizinan dan 
Nonperizinan 

17 
Kecamatan 

17 
Kecamatan 

17 
Kecamatan 

17 
Kecamatan 

17 
Kecamatan 

17 
Kecamatan 

17 
Kecamatan 

17 
Kecamatan 

PROGRAM PENGELOLAAN 
DATA DAN SISTEM 
INFORMSI PENANAMAN 
MODAL 

JUMLAH APLIKASI PELAYANAN 
YANG DIKEMBANGKAN 1 Aplikast 1 Aplikasi 1 Aplikad I Aplikasl I ApIlleast 1 ApIllcasl I ApIlkasi I Aplikaal 

2.121.12.01.0 

1.20 

Pengelolaan Data dan 
Informal Perizinan dan 
NonperizInan Yang 
TerIntegrasi Pada Thigkat 
Daerah Kabupaten/Kota 

bunk* Rubin Terlaksananya 
Pengelolaan Data dan Informasi 
Perlalnan dan Nonperbdnan 
Berbasis Sistem Pelayanan 
Petit/tan Bennaha Tertntegrasl 
Secara Elektronth 

ta bulan la bulan 12 WW1 12 bulan la balm ta bulan ta bulan 12 bulan 

2.12.2.12.01.0 

1.20.01 

Pengolahan, penyajian dan 
pemanfaatan data dan 
Informasi perizlnan dan non 
perlzinan berbasis sistem 
pelayanan perizinan 
berusaha terintegrasi secara 
elektronik 

jumlah bulan terlalcsananya 
pengolahan,penyajlan clan 
pemanfaatan data dan informasi 
perizinan dan nonperizinan 
berbasis sistem pelayanan 
perizlnan berusaha terintegrasi 
secara elektronik 

la bulan la bulan la bubut ta bulan 12 hula"' la bulan la bulan 12 bulan 

PROGRAM PERNCANAAN 
DAN PEMBANGUNAN 
INDUSTRI 

PENGEMBANGAN SENTRA 
INDUSTRI POTENSAL a oeatra 'mantra I sentra I sentra I "'antra 1 Sentra 1 mantra I MUM 

3.07.2.12.01.0 

1.15.01 

Penyusunsm,Penerapan 
dan Evaluast Rencana 
Pembangunan Industri 
Kabupaten/Kota 

Jumlah Rubin Terlaksananya 
Penyustman,Penerapan dan 
Evaluasi Pembangunan Industrt 
Kabupaten/Kota 

12 bulan 12 bulan 12 Wan 12 bathe 12 bulan 12 bulan 12 bathe 12 buten 

3.07.2.12.01.0 

1.15.04 

Penyusunan Rencana 
Pembangunan Industri 
Kabupaten/Kota 

Dokumen Ftanperda ,Dokumen 
Perda,Doktunen Revisi Perch 

Dokumen 
Perda 

Dokumen 
Perth 

Dokumen 
Perth 

Dokumen 
Perth 

Dokumen 
Perth 

1 Dokumen 
Perth 

Dokumen 
Perth 

Dokumen 
Perth 

3.07.2.12.01.0 

1.15.05 

Koordinasi,Sinkronisasi,dan 
Pelaksanaan Pembangunan 
Sarana dan Prasarana 
Industri 

Jumlah IKM yang disertifficasi 
1 Dokumen I Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen I Dokumen 1 Dokumen 
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Koordinasi,Sinkronisasi,dan 
Pelaksanaan Pemberdayaan 
Industri dan Peran Serta 
Masyarakat 

Persentase pembangunan 
pembangunan sentra IKM coldat 
dan jumlah sentra IKM yang 
dikembangkan 

30% 30% a sentra I sentra 1 sentra 1 sentra 1 sentra 1 sentra 
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Secara singkat hasil Kegiatan tahun 2021 diuraikan sebagai berikut: 

2.1.4 Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2021 

Pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2021 pada DPMPTP adalah sebagai 

berikut: 

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota 

Anggaran sebesar Rp. 4.163.919.076,00 dan realisasi Rp. 3.995.345.823,00 . Pada 

umumnya pelaksanaan kegiatan pada program ini telah efisien dan efektif, hal ini 

dapat dilihat dan i realisasi belanja 98,255%, hanya beberapa kegiatan yang tidak 

tercapai targetnya dengan rincian kegiatan sebagai berikut: 

Tabel 2.3 
Realisasi Anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 

Kabupaten /Kota 

No URAIAN ANGGARAN REALISASI ok LEBIH/KURANG 

A PENDAPA TAN 20.327.973.000,00 12466.028.598,00 61,32 777.994.742,00

i Pendapatan Retribusi 
Daerah 
-Ret. IMB 

1000.000.000,00 

1.000.000.000,00 

523.354.508,00 

523.354.508,00 

52,34 

52,34 

777.994.742,00

777.994-742,00

2 Pendapatan Transfer 19.327.973.000,00 11.942.674.090,00 61,79 0,00 

Pendapatan Transfer 
Pemerintah Pusat 

19.327.973.000,00 11.942.674.090,00 61,79 0,00 

Dana Perimbangan 19.327.973.000,00 11.942.674.090,00 61,79 0,00 

B BELANJA 23.859.845.076,00 14.492.371.271,00 60.74 12.411.101.689,00 

I BELANJA OPERASI 4.815.88 7.376,00 4.522.621.100,00 93,91 4.081.97.862,00 

1 Belanja Pegawai 3.328.862.726,00 3.168.310.326,00 95,18 2.867.040.290,00 

2 Belanja Barang 1.487.024.650,00 1.354.310.774,00 91,08 1.214937-572,00 

II BELANJA MODAL 19.043.957.700,00 9.969.750.171,00 52,35 8.329.123.827,00 

1 Belanja Tanah 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 
Belanja Peralatan dan 
Mesin 

3.514.816.700,00 679.667.079,00 19,34 2.868.347.000,00 

3 Belanja Gedung dan 
Bangunan 

15.529.141.000,00 9.290.083.092,00 59,82 5.445.232.527,00 

4 
Belanja Jalan dan 
Jaringan 

0,00 0,00 0,00 15.544.300,00 

5 
Belanja Aset Tetap 
LaMnya 

0,00 0,00 0,00 0,00 

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 

Anggaran Rp. 65.500.000,00 dan realisasi Rp. 65.419.900,00 atau sebesar 

99,88%. Pelaksanaannya telah efisien dan efektif dengan rincian kegiatan sebagai 

berikut: 
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/) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 

Anggaran Rp. 32.175.000,00 dan realisasi Rp. 32.175.000,00 atau sebesar 

100,00%. Kegiatan ini telah terlaksana dengan realisasi output sesuai target, 

yaitu tersusunnya Rencana Kerja Anggaran (RICA), Dokumen Pelaksanaan 

Anggaran (DPA), serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPA 

Perubahan) selama tahun 2021. 

2) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 

Anggaran Rp. 33.325.000,00 dengan realisasi Rp. 33.244.900,00 atau sebesar 

99,76%. Kegiatan ini telah terlaksana dengan realisasi output sesuai target, 

yaitu tersusunnya 4 (empat) macam laporan sebagai berikut: Laporan 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Bahan LKPJ Kepala Daerah 

dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), RENSTRA dan 

RENJA serta Laporan Keuangan SKPD selama tahun 2021 

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 

Anggaran Rp. 3.455.122.726,00 dan realisasi Rp. 3.290.800.326,00 atau sebesar 

95,02%. Pelaksanaannya telah efisien dan efektif dengan rincian kegiatan sebagai 

berikut: 

1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 

Anggaran Rp. 3.328.862.726,00 dan realisasi Rp. 3.168.310.326,00 atau 

sebesar 95,18%. Kegiatan m l telah terlaksana dengan realisasi output sesuai 

target, yaitu Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN setiap bulannya selama 

tahun 2021. 

2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 

Anggaran Rp. 124.590.000,00 dan realisasi Rp. 120.950.000,00 atau sebesar 

97,08%. Kegiatan m l dimaksudkan agar Pengelolaan Keuangan dapat 

digunakan untuk mendukung aktifitas kantor. Kegiatan ini mendekati 

pencapaian target yang ditetapkan karena dibatasi pengelola Pejabat 

Pelaksana Teknis Kegiatan selama tahun 2021. 

3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ 

Semesteran SKPD 

Anggaran Rp. 1.660.000,00 dan realisasi Rp. 1.540.000,00 atau sebesar 

92,77%. Kegiatan ini dimaksudkan agar Laporan Keuangan akhir tahun dapat 
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digunakan untuk Pertanggungjawaban keuangan OPD. Kegiatan ini mendekati 

pencapaian target yang ditetapkan selama tahun 2021. 

3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 

Anggaran Rp. 3.160.000,00 dan realisasi Rp. 3.054.174,00 atau sebesar 96,65%. 

Pelaksanaannya telah efisien dan efektif dengan rincian kegiatan sebagai berikut: 

1) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 

Anggaran Rp. 3.160.000,00 dan realisasi Rp. 3.054.174,00 atau sebesar 

96,65%. Telah diikutsertakannya beberapa orang pejabat/staf keluar provinsi 

dalam rangka pelatihan serta Bimbingan Teknis yang diadakan oleh DPMPTP, 

serta Instansi terkait lainya selama tahun 2021. 

4. Administrasi Umum Perangkat Daerah 

Anggaran Rp. 141.002.950,00 dan realisasi Rp. 140.255.822,00 atau sebesar 

99,47%. Pelaksanaannya telah efisien dan efektif dengan rincian kegiatan sebagai 

berikut: 

1) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 

Anggaran Rp. 17.816.700,00 dan realisasi Rp. 17.746.700,00 atau sebesar 

99,61%. Kegiatan ini untuk penambahan pembelian pengadaan belanja Modal 

untuk Inventaris Leptop merk HP 1 unit„ Printer merk Epson 2 unit, 

dimaksudkan untuk penambahan asset pada DPMPTP tahun 2021 kegiatan ini 

dapat terpenuhi target kinerja. 

2) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 

Anggaran Rp. 0,00 dan realisasi Rp.0,00 atau sebesar 0,00%. Kegiatan ini tidak 

direalisasikan karena adanya pemotongan anggaran selama tahun 2021. 

3) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 

Anggaran Rp 26.513.250,00 dengan realisasi Rp.26.005.500,00 atau sebesar 

98,08%. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan terlaksana 

sesuai target kinerja yang ditetapkan yaitu pembayaran Cetak map, kertas 

disposisi , Cetak Banner dan Penggandaan untuk penunjang urusan kantor 

selama tahun 2020. 

4) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 

Anggaran Rp. 4.800.000,00 dan realisasi Rp. 4.800.000,00 atau sebesar 

100,00%. Dan i kegiatan ini dapat disediakan berupa surat kabar/koran harian 
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lokal sebanyak 2 (Dua) macam yaitu koran Singgalang dan Padang Expres, 

selama tahun 2021. 

5) Fasilitasi Kunjungan Tamu 

Anggaran Rp. 4.590.000,00 dan realisasi Rp. 4.576.000,00 atau sebesar 

99,69%. Penyediaan Fasilitas kunjungan tamu selama tahun 2021 dapat 

disediakan. Penyediaan Fasilitas kunjungan tamu pelaksanaannya sesuai 

dengan tamu yang berkunjung ke DPMPTP dan disesuaikan dengan anggaran 

yang tersedia. 

6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 

Anggaran Rp. 87.283.000,00 dan realisasi Rp.87.127.622,00 atau sebesar 

99,82%. Selama tahun anggaran 2021 DPMPTP mengikuti rapat-rapat 

koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah sesuai undangan serta 

event kegiatan sesuai dengan aturan yang berlaku. 

5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

Anggaran Rp. 384.395.400,00 dan realisasi Rp. 382.084.214,00 atau sebesar 

99,40%. Pelaksanaannya telah efisien dan efektif dengan rincian kegiatan sebagai 

berikut: 

1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat 

Anggaran Rp. 44.430.000,00 dan realisasi Rp. 44.418.000,00 atau sebesar 

99,97%. Penyediaan Jasa Surat Menyura selama tahun 2021 dapat disediakan. 

Dengan surat 452 surat keluar 520 surat masuk selama tahun 2021 

2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 

Anggaran Rp. 45.814.000,00 dan realisasi Rp. 45.663.914,00 atau sebesar 

99,67%. Kegiatan ini dimaksudkan agar sarana komunikasi, sumber daya air, 

listrik dan internet kantor dapat digunakan untuk mendukung aktifitas kantor. 

Kegiatan ini masih bersisa disebabkan tidak tercapai dengan target kinerja 

yang ditetapkan karena penghematan pemakaian jasa komunikasi telepon, 

listrik dan internet kantor selama tahun 2021. 

3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 

Anggaran Rp. 282.501.400,00 dan realisasi Rp.280.384.800,00 atau sebesar 

99,25%. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mendukung operasional kantor 

meliputi penyediaan jasa pelayanan Umum kantor dan lingkungan kantor. 

Selama Tahun 2021 penyediaan jasa pelayanan Umum kantor dapat terwujud 
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4) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 

Anggaran Rp. 11.650.000,00 dan realisasi Rp.11.617.500,00 atau sebesar 

99,72%. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mendukung operasional kantor 

meliputi Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dan lingkungan 

kantor. Selama Tahun 2021. 

6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 

Daerah 

Anggaran Rp. 114.748.000,00 dan realisasi Rp. 113.731.387,00 atau sebesar 

99,11%. Pelaksanaannya telah efisien dan efektif dengan rincian kegiatan sebagai 

berikut: 

1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak 

Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 

Anggaran Rp. 105.700.000,00 dan realisasi Rp.104.711.587,00 atau sebesar 

99,06%. Pemeliharaan kendaraan dinas operasional tahun 2021 dapat 

dipenuhi sesuai dengan target terpeliharanya sebanyak 3 (tiga) unit kendaraan 

roda empat dan 5 unit kendaraan roda 2. Realisasi keuangan yang relatif cukup 

karena pemeliharaan dilakukan sesuai kebutuhan dan jumlah kendaraan dinas 

pada Tahun 2021. 

2) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 

Anggaran Rp. 9.048.000,00 dan realisasi Rp. 9.019.800,00 atau sebesar 

99,69%. Telah dilaksanakan pemeliharaan gedung kantor sesuai dengan 

kebutuhan dan anggaran tersedia tahun 2021. 

Tabel 2.4. 
Realisasi Anggaran Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi 

Pemban nnan Daerah 

Uraian 
Pencapaian lanerja' 

Anggaran 
Realises! Keuangan 

Target Realisasi Satuan RP Wo 

ROGRAN PENINUANO URUSAN 
P1MERINTANAN DURAN 
ICASUPATEN/KOTA 
Perencansan, Penganggaran ,dan 
Evalnasi Khania Perandkat 
Marais 

90 90 % 65.500.000,00 65.419.900,00 99,88 

Penyusunan dokumen perencanaan 
penmgkat daerah 

6 6 Dokuman Dcdcuraen 31175.000,00 32.175.000,00 100,00 

Evaluasi kinerja peranglcat daerah 
3 3 Dokumen 33.325.000,00 33.244.900,00 99,76 

Administrant Keuangan Peranskat 
Daerah 

me too % 3330.522.726,00 3.169.850.326,00 95,18 

Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN 
I t Perangkat 

daerah 3.204.272.726,00 3.047.360.326,00 95,10 
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Penyediaan Administrasi 
Pelaksanaan Tugas ASN 

12 12 bulan 124.590.000,00 120.950.000,00 97,08 

Koordinasi dan Penyusunan Laporan 
Keuangan Aldnr tahun SKPD 

I I dolaimen 1.660.000,00 1.540.000,00 92,77 

Administraal Kepeginvaism 
Perangkat Daerah 

9° 90 % 3.160.000,00 3.054.174,00 96,65 

Bimmbingan Teknis hnplementasi 
Perauran Perundang-undangan 

6 6 orang 3.160.000,00 3.054.174,00 96,65 

Admintstrasi Umum Perangkat 
Daerah 

12 12 bulan 141.002.950,00 140.255.822,00 99,47 

Penyediaan Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor 

6 6 unit 17.816.700,00 17.746.700,00 99,61 

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 
180 180 buah 00 00 00 

Penyediaan Barang Cetakan dan 
Penggadaan 

sono soon 
lembar 26.513.250,00 26.005.500,00 98,08 

Penyediaan Bahan Bacaan dan 
Peratumn Penmdang-undangan 

1800 rsoo 
exampliar 4.800.000,00 4.800.000,00 100,00 

Fasilitas Kunjungan Tamu 
1 tahun 4.590.000,00 4.576.000,00 99,69 

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi 
dan Konsultasi SKPD 

1 tahun 87.283.000,00 87.127.622,00 99,82 

Penyediaan Jaaa Penurdang 
Unman Pemerhttaah Daerah 

100 100 
% 384.395.400,00 382.084.214,00 99,40 

Penyediaan Jasa Surat Menyurat 
1 1 tahun 44.430.000,00 44.418.000,00 99,97 

Penyediaan Jasa Komunicasi,Sumber 
Daya Air dan Listrik 

1 tahun 45.814.000,00 45.663.914,00 99,67 

Penyediaan Jasa Peralatan clan 
Perlengkapan Kantor 

12 12 Bolan 11.650.000,00 11.617.500,00 99,72 

Penyediaan Jasa Pelayanan Umtnn 
Kantor 

10 10 Orang 282.501.400,00 280.384.800,00 99,25 

Pemenharaan Barang MB& 
Daerah Penunbunt Unman 
Pemerintah Daerah 

100 100 % 114.748.000,00 113.731.387,00 99,11 

Penyediaan Jasa Pemeliharaan , 
Biaya Pemeliharaan, dart Pajak 
Kendaraan Perorangan Dinas atau 
Kendaraan Dimas Jabatan 

12 12 Bolan 105.700.000,00 104.711.587,00 99,06 

Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung 
Kantor dan Bangunan Lairmya 

1.2 12 Bolan 9.048.000,00 9.19.800,00 99,69 

B. PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL 

Anggaran sebesar Rp. 54.370.000,00 dan realisasi Rp. 53.295.000,00. Pelaksanaan 

kegiatan pada program ini sudah memenuhi efisiensi dan efektifitas, hal ini dapat 

dilihat dan i realisasi belanja sebesar 94,65% dan pada umumnya target kinerja dapat 

tercapai, dengan rincian kegiatan sebagai berikut 

1. Penetapan Pemberian Fasilitas/lnsentif Dibidang Penanaman Modal yang 

menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 

Penganggaran sebesar Rp. 9.370.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 8.385.000,00 

atau sebesar 89,49%. Maksud dan tujuan diadakannya Jumlah dokumen 

Terlaksananya Penetapan Pemberian Fasilitas /Insentif Dibidang Penanaman Modal 

yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota adalah agar potensi dan 

peluang investasi Kabupaten Padang Pariaman dapat dikenal oleh dunia 

usaha/investor sehingga menjadikan Kabupaten Padang Pariaman sebagai tujuan 

Investasi, untuk menarik minat dan i calon Investor yang ingin berinvestasi 
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dikabupaten Padang Pariaman dan melakukan penjajakan Investasi diwilayah 

Kabupaten Padang Pariaman tujuan investasi yang menguntungkan. 

1) Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/ Insentif dan 

Kemudahan Penanaman Modal 

Anggaran sebesar Rp. 9.370.000,00 dengan realisasi Anggaran Rp. 

8.385.000,00 atau sebesar 89,49%. Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah 

untuk menyusun dokumen Produk unggulan Investasi di Kabupaten Padang 

Pariaman. Target Kegiatan ini dapat dilaksanakan sesuai target yang di 

tetapkan pada kegiatan ini selama tahun 2021. 

2. Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten 

Anggaran sebesar Rp. 45.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 44.910.000,00 

atau sebesar 99,80%. Kegiatan ini terlaksanan sesuai target kinerja yang telah 

ditetapkan dengan jumlah Kegiatan dan dokumen Terlaksananya Pembuatan Peta 

Potensi Investasi Kabupaten /Kota selama tahun 2021. 

1) Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten 

Anggaran sebesar Rp. 45.000.000,00 dengan realisasi Anggaran Rp. 

44,910.000,00 atau sebesar 99,80%. Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah 

untuk Jumlah nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)dan Jumlah 

Kegiatan terlaksananya Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal 

Daerah Kabupaten/Kota selama tahun 2021. 

Tabel 2.5. 

Realisasi Anggaran Program Pengembangan Ildim Penanaman Modal 

Uraian 
Pencapaisus Kinerja 

Anggaran 
Realiaasi Keuangan 

Target ReaUsasi Satuan Rp oh 

PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM 
PENANAIWAN MODAL 

1 1 

dokumen 54.370.000 53.295.000 94,65 

Penetapan Pemberian 
Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman 
Modal yang menjadi Kewensutgan 
Daerah Kabpaten dan Kota 

12 12 bulan 9.370.000,00 8.385.000,00 8 9,49 

Penetapan Kebijakan Daerah mengenai 
Pemberian Fasilitas/Insentif dan 
Kemudahan Penanaman Modal 

2 2 Dokumen, 
9.370.000,00 8.385.000,00 8 9,49 

3 3 Perbup 

Pembuatan Peta Potensi Investasi 
Kabupaten/Kota 

12 12 Wan 45.000.000,00 44.910.000,00 99,80 

Penyusunan Rencana Umum Penanaman 
Modal 

1 1 Dokumen 

45.000.000,00 44.910.000,00 99,80 
12 12 bulan 
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C. PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL 

Anggaran sebesar Rp. 33.903.000,00 dan realisasi Rp. 33.796.000,00. Pelaksanaan 

kegiatan pada program ini sudah memenuhi efisiensi dan efektifitas, hal ini dapat 

dilihat dan i realisasi belanja sebesar 99,68% dan target kinerja dapat tercapai, dengan 

rincian kegiatan sebagai berikut: 

1. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan 

Daerah Kabupaten 

Anggaran sebesar Rp. 33.903.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 33.796.000,00 

atau sebesar 99,68%. Kegiatan ini terlaksanan sesuai target kinerja yang telah 

ditetapkan dengan Jumlah dokumen dan Event Terlaksananya Penyelenggaraan 

Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten 

1) Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten 

Anggaran sebesar Rp. 33.903.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 

33.796.000,00 atau sebesar 99,68%. Kegiatan ini terlaksanan sesuai target 

kinerja yang telah ditetapkan yaitu Jumlah Event Promosi Investasi selama 

tahun 2021 karena Covid-19 tidak bisa melakukan Event dan diganti dengan 

pembuatan audio visual. 

Tabel 2.6. 
Realisasi Anggaran Program Promosi Penanaman Modal 

Drawl. 
Pencapaian Kinerja 

Minas,In 

Reams' Keuangan 

Target Redisasi Satuan RP % 

PROGRAM PROMOS] PENANAMAN 
MODAL 

33.903.000m0 33.769.000,00 99,68 

Penyelenggaraan Promosi Penanaman 
Modal yang menjai Kewenangan 
Daerah Kabupaten/Kota 

12 12 bulan 33.903.000,00 33.796.000,00 99,68 

Pelaksanaan Kegiatan Promosi 
Penanaman Modal Daerah 
Kabupaten/Kota 

4 

0 

diganti 
dengan 

Pembuatan 
Audio visual 

Event 33.903.000,00 33.769.000,00 99,68 

D. PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL 

Anggaran sebesar Rp. 118.570.000,00 dan realisasi Rp. 117.269.307,00. Pelaksanaan 

kegiatan pada program ini sudah memenuhi efisiensi dan efektifitas, hal ini dapat 

dilihat dan i realisasi belanja sebesar 98,90% dan target kinerja dapat tercapai, I ndeks 

kepuasan masyarakat perangkat daerah dengan rincian kegiatan sebagai berikut: 
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1. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang 

Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota 

Anggaran sebesar Rp. 118.570.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 117.269.307,00 

atau sebesar 98,90%. Kegiatan ini terlaksanan sesuai target kinerja yang telah 

ditetapkan dengan Jumlah Kegiatan terlaksananya Pelayanan Perizinan dan Non 

Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi 

Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota selama tahun 2021. 

1) Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non perizinan berbasis 

Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik 

Anggaran sebesar Rp. 33.903.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 

33.796.000,00 atau sebesar 99,68%. Kegiatan ini terlaksanan sesuai target 

kinerja yang telah ditetapkan yaitu Jumlah Penyediaan Pelayanan Terpadu 

Perizinan dan Non perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha 

Terintegrasi secara Elektronik selama tahun 2021. 

2) Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan 

Penanaman Modal 

Anggaran sebesar Rp. 15.500.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 

15.289.000,00 atau sebesar 98,64%. Kegiatan ini terlaksanan sesuai target 

kinerja yang telah ditetapkan yaitu Jumlah Pemantauan Pemenuhan Komitmen 

Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal selama tahun 2021. 

3) Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/ Insentif 

Daerah 

Anggaran sebesar Rp. 26.180.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 

25.255.806,00 atau sebesar 96,47%. Kegiatan ini terlaksanan sesuai target 

kinerja yang telah ditetapkan yaitu Jumlah Kegiatan Koordinasi dan 

Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah selama tahun 

2021. 
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Tabel 2.7. 
Realisasi Anggaran Program Pelayanan Penanaman Modal 

Uraian Pencapaian Kinerjs Anggaran Realisasi ICeuangan 

Target Realisasi Satuan RP 0/0

PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN 
MODAL 

88 88 nilai 118.570.000,00 117.269.307,00. 98,90% 

Pelayanan Perizinan dan Non 
Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu 
dibidang Penanaman Modal yang 
menjadi Kewenangan Daerah 
Kabupaten/kota 

12 12 bldan 118.570.000,00 117.169.307,00 98,90

Penyediaan Pelayanan Terpadu 
Perizinan dan NonPerizinan berbasis 
Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha 
Terintegrrasi Secara Elektronik 

1500 1500 dokume 

n 
76.890.000,00 76.724.501,00 99,78 

Pemantauan Pernenuhan Koimitmen 
Perizinan dan NonPerizinan Penanaman 
Modal 

800 Boo _luta 15.500.000,00 15.289.000,00 98,64 

Koordinasi dan Sinlcronisasi Penetapan 
pemberiaan Fasilitas/Insentif Daerah 

12 12 bulan 26.180.000,00 25.255.806,00 96,47 

E. PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL 

Anggaran sebesar Rp. 356.242.000,00 dan realisasi Rp. 233.774.400,00. Pelaksanaan 

kegiatan pada program ini sudah memenuhi efisiensi dan efektifitas, hal ini dapat 

dilihat dan i realisasi belanja sebesar 65,62% dan target kinerja dapat tercapai, Jumlah 

Objek Perizinan dan non perizinan yang diawasi, dikendalikan dan ditertibkan dengan 

rincian kegiatan sebagai berikut: 

1. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan 

Daerah Kabupaten 

Anggaran sebesar Rp. 356.242.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 

233.774.400,00 atau sebesar 65,62%. Kegiatan ini terlaksanan sesuai target 

kinerja yang telah ditetapkan dengan Jumlah Kegiatan Persentase terlaksananya 

Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah 

Kabupaten/Kota selama tahun 2021. 

1) Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman 

Modal 

Anggaran sebesar Rp. 48.300.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 

26.123.500,00 atau sebesar 54,09%. Kegiatan ini terlaksanan belum sesuai 

target kinerja yang telah ditetapkan yaitu karena keterlambatan juknis DAK 

Non Fisik dan i pusat keluar di bulan maret sehingga waktu sudah terlewatkan 

tiga bulan, DPMPTP mengikuti juknis pembayaran sesuai standar daerah yang 

kecil sehingga realisasi sedikit namun realisasi kegiatan sudah maksimal, kalau 
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mengikuti standar pembayaran pusat dengan jumlah kegiatan yang dilakukan 

target yang diberikan kepada DPMPTP sudah sesuai serta Jumlah Perusahaan 

PMA/PMDN yang menyampaikan Laporan selama tahun 2021. 

2) Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal 

Anggaran sebesar Rp. 181.222.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 

154.761.900,00 atau sebesar 85,40%. Kegiatan ini terlaksanan sudah sesuai 

target kinerja yang telah ditetapkan yaitu Terciptanya Kerjasama dengan 

Kecamatan selama tahun 2021. 

3) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal 

Anggaran sebesar Rp. 126.720.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 

52.889.000,00 atau sebesar 41,74%. Kegiatan ini terlaksanan belum sesuai 

target kinerja yang telah ditetapkan yaitu karena keterlambatan juknis DAK 

Non Fisik dan i pusat keluar di bulan maret sehingga waktu sudah terlewatkan 

tiga bulan, DPMPTP mengikuti juknis pembayaran sesuai standar daerah yang 

kecil sehingga realisasi sedikit namun realisasi kegiatan sudah maksimal, kalau 

mengikuti standar pembayaran pusat dengan jumlah kegiatan yang dilakukan 

target yang diberikan kepada DPMPTP sudah tercapai untuk terciptanya 

Kepatuhan masyarakat terhadap perizinan dan non perizinan selama tahun 

2021. 

Tabel 2.8. 
Realisasi Anggaran Program pengendalian Pelalcsanaan Penanaman Modal 

(Indus 
Pencapaimus Kinerja 

Anggaran 
Realisaal Keuangan 

Target Realism* Satuan RP % 

PROGRAM PENGENDAL1AN 
PELAKSANAAN PENANAMAN 
MODAL 

100 objek 100 objek 356.242.000,00 233.774.400,00 65,62% 

Pengendsdiaan Pelaksanaan 
Penanaman Modal yang menjadi 
Kewenangan Daerah 
Kabupaten/Kota 

12 bulan 11 bulan 356.141.000,00 133.774.400,00 65,62 

Koordinasi dan Sinkronisasi 
Pemantauan Pelaksanaan Penanaman 
Modal 

15 
Perusahaan 

15 
Perusahaan 48.300.000,00 26.1.23.500,00 54,09 

Koordinasi da Sinkronisasi Pembinaan 
Pelaksanaan Penanaman Modal 

17 

Kecamatan 
17 

Kecamatan 181.222.000,00 154.761.900,00 85,40 

Koordinasi dan Sinkronisasi 
Pengawasan Pelaksanaan Penanaman 
Modal 

17 

Kecamatan 
17 

Kecamatan 126.720.000,00 52.889.000,00 4104 
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F. PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN 

MODAL 

Anggaran sebesar Rp. 8.585.000,00 dan realisasi Rp. 8.515.000,00. Pelaksanaan 

kegiatan pada program ini sudah memenuhi efisiensi dan efektifitas, hal ini dapat 

dilihat dan i realisasi belanja sebesar 99,18% dan target kinerja dapat tercapai, Jumlah 

Aplikasi pelayanan yang dikembangkan dengan rincian kegiatan sebagai berikut: 

1. Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang 
Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten 

Anggaran sebesar Rp. 8.585.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 8.515.000,00 

atau sebesar 99,18%. Kegiatan ini terlaksanan sesuai target kinerja yang telah 

ditetapkan dengan Jumlah Kegiatan terlaksananya Pengelolaan Data dan 

Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah 

Kabupaten/Kota selama tahun 2021. 

1) Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan 
dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha 
Terintegrasi secara Elektronik 

Anggaran sebesar Rp. 8.585.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 8.515.000,00 

atau sebesar 99,18%. Kegiatan ini terlaksanan sudah sesuai target kinerja 

yang telah ditetapkan yaitu Jumlah bulan terlaksananya Pengolahan, Penyajian 

dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis 

Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik selama 

tahun 2021. 

Tabel 2.9. 

Realisasi Anggaran Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi 

Penanaman Modal 

Uralan 
Pencapaian lanerja 

Anggaran 
Realleas1 Keuangan 

Target Ftealisasi Satuan RP ok 

PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN 
SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL 

1 1 Aplikasi 8.585.000,00 8.515.000,00 9948% 

Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan 
dan Nonperizinan Yang Terintegrasi Pada 
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 

12 12 bulan 8.585.000,00 8.515.000,00 99,18 

Pengolahan, penyajian dan pernanfaatan data 
dan inforrnasi perizinan dan non peritnan 
berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha 
terintegrasi secara elelctronik 

12 12 bulan 8.585.000,00 8.515.000,00 9948 

G. PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI 

Anggaran sebesar Rp. 19.248.846.000,00 dan realisasi Rp. 10.171.325.741,00. 

Pelaksanaan kegiatan pada program ini sudah memenuhi efisiensi dan efektifitas, ha! 
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ini dapat dilihat dan i realisasi belanja sebesar 52,84% dan target kinerja dapat 

tercapai, Pengembangan Sentra Sentra Industri Potensial dengan rincian kegiatan 

sebagai berikut: 

1. Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri 

Kabupaten/Kota 

Anggaran Rp. 19.248.846.000,00 dan realisasi sebesar Rp.10.171.325.741,00 atau 

sebesar 52,84%. Kegiatan bertujuan untuk Persentase terlaksananya Penyusunan, 

Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota dengan 

Target kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik. 

1) Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota 

Anggaran Rp. 88.100.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 88.054.616,00 atau 

sebesar 99,95%. Kegiatan bertujuan untuk Dokumen Ranperda, Dokumen 

Perda, Dokumen Revisi Perda Target kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik 

selama tahun 2021. 

2) Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan 

Prasarana Industri 

Anggaran Rp. 12.960.250,00 dan realisasi sebesar Rp. 12.960.250,00 atau 

sebesar 100,00%. Kegiatan bertujuan untuk Jumlah IKM yang disertifikasi 

Target kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik selama tahun 2021. 

3) Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan 

Peran Serta Masyarakat 

Anggaran Rp. 19.147.785.750,00 dan realisasi sebesar Rp. 10.070.310.921,00 

atau sebesar 52,59%. Kegiatan bertujuan untuk Persentase pembangunan 

sentra 1KM cokelat dan Jumlah Sentra IKM yang Dikembangkan dapat 

dilaksanakan dengan baik selama tahun 2021. 
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Tabel 2.10. 

Realisasi Anggaran Program Perencanaan dan Pemban unan Industri 

Uraian 
Pencapaian Kitterja 

Anggaran 
Realisasi Kettangan 

Target Realisasi Satuan RP % 

PROGRAM PERENCANAAN 
DAN PEMBANGUNAN 
INDUSTRI 

1 I  sentra 19.248.846.000,00 10.171-325.741.00 52.84% 

Penyusunan,Penerapan den 
Evaluasi Rencana 
Pembangunan Industri 
Kabupaten/Kota 

12 12 bulan 19.248.846.000,00 10.171.325.741,00 52,84 

Penyusunan Rencana 
Pembangunan Industri 
Kabupaten/Kota 

1 i Dokumen 
Perda 

88.100.000,00 88.054.616,00 99,95 

Koordinasi,SinIcronisasi,dan 
Pelaksanaan Pembangunan 
Sarana dan Prasarana Industri 

t Dokurnen 12.960.250,00 12.960.204,00 100,00 

Koordinasi,SinIcronisasi,dan 
Pelaksanaan Pernberdayaan 
Industri dan Peran Serta 
Masyaralcat 

1 1 

 sentra 19.147.785.750,00 10.070.310.921400 52.59 

Perabstam 
Tersedianya Menlo 

dan Peralatan 
Sentra IKM Cokelat 

dengan Ntlai 
Kontrak Rp. 

3.309.e0..9e9 

Realbasi berupa 
Pencalran Dana Muka 

ao% 

ThrisksasanYs 
Peketjaan 

pembangunan 
Sentra IKM Cokelat 

dengan 51101 
kordrak Rp. 

1, 94.842.5.4 

. Keuangan Realbasi 
70.4 Sebasar Rp. 
8.090.686.300 

. ReaRsast Pekedaan 
Pisik po,aask per 30 
Desember 2021 

pgb.rik„,,, wm,,,, ,,,,t,,k 

Penyelesalan peke:Man 
so hari !Calendar 
dengan Flitungan 

denda 

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD 

Keberhasilan suatu perencanaan dapat dilihat sinergi antara perencanaan 

pembangunan nasional yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan perencanaan 

Pembangunan Daerah yang diselenggarakan oleh Pemerinntah Daerah Propinsi dan 

Pemerintah Kabupaten. Meskipun sejumlah kebijakan telah dikeluarkan untuk 

mensinergikan perencanaan pembangunan nasional dan daerah seperti yang tertuang 

dalam UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 

(SPPN) yang dikenal Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG). 

Meskipun Sistem Musrenbang telah dikembangkan lebih balk dalam rangka 

menerpadukan perencanaan pembangunan namun belum optimal 

Melihat kondisi tersebut DPMPTP Padang Pariaman selaku Pelaksana 

melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang penanaman modal, pelayanan 

terpadu dan perindustrian DPMPTP sebagai lembaga teknis di bidang pelayanan 

administrasi perizinan mencoba untuk mensinergikan perencanaan pembangunan 
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a. Penyusunan perencanaan bidang penanaman modal, pelayanan terpadu dan 

perindustrian; 

b. Perumusan kebijakan teknis bidang penanaman modal, pelayanan terpadu dan 

perindustrian; 

c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang 

penanaman modal, pelayanan terpadu dan perindustrian; 

d. Pembinaan dan pelaksanaan urusan dibidang penanaman modal, pelayanan 

terpadu dan perindustrian; 

e. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas dan/ atau 

f. Pelaksana tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan. 

Adapun Realisasi Pencapaian Indikator Kinerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan 

Terpadu dan Perindustrian kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 dapat dilihat 

pada tabel 2.7. berikut ini : 

Tabel 2.11. ( T-C. 30) 

REALISASI PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN 

TERPADU DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN PADANG PARIAMAN 

TAHUN 2021 

No Sasaran 
Indikator 
Kinerja 
Utama 

Formulasi Pengukuran 
Realisasi 

Tabun 
2020 

Tabun 2021 

Target Realisasi % Capabm Kategori 

1 Meningkatnya 
Pertumbuhan 
Inyestasi Di 
Kabupaten 
Padang 
Pariaman 

Realisasi 
InvEstasi 

PMA 

(jurniah investasi tahun n - 
jumlah investasi tahun n - 1) 
di labupaten/kots 
x 100 
ltuniah Investasi tahun n - 1 

di Kabupaten Padang 

Parlaman 

14.377 9,7 337 347,00 
Sangat 

Berhasil 

Realisasi 
Investasi 

PMDN 

" 86,92 202,2 660 326,40 
Sangat 

Berhasil 

lumlah 
Investor 

(11(U)
117 50 891 178,2 

Sangat 
Berhasil 

2 Meninglednya 
Kualltas 
Pelayanan 

Persentase 
Tingled 
Kepuasan 

Merevisi berbagai peraturan dan 

kebijalon, merevisi SOP dan 

Standar Pelayanan, rehabilitasi 

ruangan pelayanan, transparansi 

biaya, disiplin pegawai, 

keramahan pebigas dan 

berbagai indikator petayanan 

publik yang berkualitas lainnya. 

88,52 88 83,75 95 Berhasil 

3 Tumbuh dan 
berkembangnya 
industry tacit dan 
menengah (IKM) 

Persentase 
Industri Kecil 

Menegah 

100 X=Jumlah lndustri 

Kecil dan Menengah Tat 
un n-juntlah Industri 

kecil tahun n 

1,92 
2,50 1,92 77 

Kurang 
Berhasil 

Jumlah lndustri Kecil dan 
Menengah 

228 9
145 0 2289 158 

Sangat 

Berhasil 

4 Meninglcatnya 
jumlah 
sentra/klaser 
industry produk 
ungguan daerah 

Jumlah 
1ndustri 
Unggulan 
Daerah 

Industri unggutan daerah yang 
ada di Kabupaten Padang 

Pariaman 1 1 1 100 
Sangat 

Berhasil 

2.3. Isu-isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD 
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Sebagai satuan kerja perangkat daerah yang mendukung Pemerintah Kabupaten 

Padang Pariaman yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah bidang 

Penanaman Modal, Pelayan terpadu dan Perindustrian dan tugas pembantuan yang 

diberikan kepada Daerah. DPMPTP Padang Pariaman merupakan unsur pelalcsana 

Pemerintah Daerah dibidang Penanaman Modal, pelayanan perizinan dan 

perindustrian yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati 

melalui Sekretaris Daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Penanaman 

Modal, Pelayanan Terpadu dan Perindustrian mempunyai fungsi: 

a. Penyusunan perencanaan bidang penanaman modal, pelayanan terpadu dan 

perindustrian; 

b. Perumusan kebijakan teknis bidang penanaman modal, pelayanan terpadu dan 

perindustrian; 

c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang 

penanaman modal, pelayanan terpadu dan perindustrian; 

d. Pembinaan dan pelaksanaan urusan dibidang penanaman modal, pelayanan 

terpadu dan perindustrian; 

e. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas dan/ atau 

f. Pelaksana tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan. 

Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 69 Tahun 

2021 tentang Perangkat Daerah dan Perbup SOTK Dinas Penanaman Modal 

Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Padang Pariaman dinyatakan bahwa Dinas 

Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Padang Pariaman 

mempunyaitugas pokok Tugas pokok dan fungsi yaitu: 

Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Kabupaten 

Padang Pariaman mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan 

pemerintahan daerah bidang penanaman modal, pelayanan terpadu dan 

perindustrian dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. Untuk 

melaksanakan tugas tersebut diatas Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan 

Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman mempunyai fungsi sebagai berikut: 
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Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut diatas, Dinas 

Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Kabupaten Padang 

Pariaman terdiri dan i susunan organisasi sebagai berikut: 

Kepala Dinas 
Mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan penanaman 

modal, pelayanan terpadu dan perindustrian serta tugas pembantuan yang diberikan 

kepada Daerah 

1. Sekretariat 

Mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dan teknis yang 

meliputi perencanaan, keuangan, urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga dan 

urusan Aparatur Sipil Negara (ASN) kepada semua unsur di lingkungan Dinas serta 

membantu kepala Dinas dalam mengoordinasikan pelaksanaan tugas bidang-bidang 

secara terpadu. 

a. Sub.Bagian Umum dan Kepegawaian 

Mempunyai tugas membantu sekretaris melaksanakan melakukan urusan 

persuratan, urusan tata usaha, kearsipan, urusan administrasi ASN, urusan 

perlengkapan, rumah tangga, dan penataan barang milik Negara. 

b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub.Substansi Keuangan 

Mempunyai tugas membantu sekretaris melakukan penyiapan pengelolaan 

keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi dan pembukuan. 

c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub.Substansi Perencanaan dan Pelaporan 

Mempunyai tugas membantu sekretaris melakukan penyiapan koordinasi dan 

penyusunan program dan anggaran. 

2. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Penanaman Modal 

Mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang 

penanaman modal. 

a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Promosi dan Kerjasamalnvestasi 

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan 

kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan promosi dan 

kerjasama investasi. 
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b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengendalian dan Pembinaan 

Investasi 

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan 

kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pengendalian 

dan pembinaan investasi. 

c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengembangan Potensilnvestasi 

dan Pelaporan 

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan 

kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pengembangan 

potensi investasi dan pelaporan. 

3. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Perizinan dan Non Perizinan 

Mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang 

Perizinan dan Non Perizinan. 

a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pelayanan Perizinan dan Non 

Perizinan 

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan 

kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pelayanan 

perizinan dan non perizinan. 

b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Data dan Inforrnasi 

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan 

kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan data dan 

informasi. 

c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substans Regulasi dan Peningkatan Kapasitas 

Perizinan 

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan 

kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan regulasi dan 

peningkatan kapasitas perizinan. 
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4. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pengawasan Pengendalian dan 

Advokasi 

Mempunyai tugas mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakankebijakan 

teknis bidang pengawasan pengendalian danadvokasi. 

a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengawasan 

Pengendalian Perizinan dan Non Perizinan 

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan 

kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pengawasan 

pengendalian perizinan dan non kebijakan teknis bidang pengawasan 

pengendalian dan advokasi. 

b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengawasan Pengendalian 

Perizinan dan Non Perizinan 

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan 

kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pengawasan 

pengendalian perizinan dan non perizinan 

c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pembinaan dan Advokasi 

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan 

kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pembinaan dan 

advokasi. 

d. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Peningkatan Kerjasama 

Perizinan 

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan 

kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan peningkatan 

kerjasama perizinan. 

5. Bidang Bina Industri 

Mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang 

Bina Industri. 
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a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Sarana dan 

Pengembangan Usaha 

Mempunyai tugas mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan 

perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta 

pelaksanaan sarana dan pengembangan usaha. 

b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub -Substansi Pengembangan dan 

Aplikasi Teknologi Tepat Guna 

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan 

kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan 

pengembangan dan aplikasi teknologi tepat guna. 

c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substans Bimbingan dan 

Pengawasan Usaha 

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan 

kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan bimbingan 

dan pengawasan usaha 

6. Unit Pelaksana Teknis Dinas 

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Penanaman Modal, 

Pelayanan Terpadu dan Perindustrian yang mempunyai satu atau beberapa 

wilayah kerja. 

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu dan Perindustrian 

Kabupaten Padang Pariaman, hampir sama dengan SKPD lainnya yang ada di 

lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, dimana terdapat beragam 

komposisi pegawai balk dan i tingkat pendidikan formal, pangkat/golongan ruang, 

esselonering maupun jenjang pelatihan penjenjangan lainnya. 

TABEL 2.12 

DAFTAR TUMLAR PEGAWAI BERDASARICAN GOLONGAN RUANG 

No Golongan Jumlah 

1 IV 10 Orang 

2 III 19 Orang 

3 II 3 Orang 

4 I - 
jumlah 32 Orang 

Sumber: Daftar Unit Kepangkatan (DUK) DPMPTP Tahun 2021 
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Komposisi pejabat esselonering di Lingkungan Dinas Penanaman Modal, 

Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman adalah 

sesuai dengan tabel berikut dan seluruh jabatan sudah diisi oleh pejabat 

struktural berdasarkan surat keputusan pelantikan masing-masing. 

TABEL 2.13 
DAFTAR TUMLAR PEGAWAI BERDASARKAN ESSELONERING 

No Jabatan Jumlah 

1 Eselon II 1 

2 Eselon III 5 

3 Eselon IV 15 

jumlah 21 orang 

Sumber: Daftar Urut Kepangkatan (DUI() DPMPTP Tahun 2021 

Didalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi DPMPTP menghadapi 
permasalahan dan hambatan antara lain: 

1. Masih kurangnya SDM dan i segi kualitas maupun kuantitas baik untuk 
pelaksanaan pelayanan perizinan maupun administrasi perkantoran dimasing-
masing bidang 

2. Belum maksimalnya pelaksanaan SOP dan Standar Pelayanan 
3. Belum maksimalnya pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal Khususnya 

pengawasan terhadap PMA/PMDN 
4. Belum maksimalnya pembinaan terhadap semua IKM di Padang Pariaman 

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD 

Rencana Kerja bisa berjalan sesuai dengan perencanaan yang disusun apabila 

ditunjang dengan produk dokumen perencanaan yang balk dalam mengawal 

program/kegiatan pembangunan yang dilaksanakan agar dapat berjalan secara efektif, 

efisien dan tepat sasaran. Dokumen perencanaan pembangunan daerah yang terdiri 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis SKPD (Renstra SKPD), Rencana 

Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD), Rencana Tata 

Ruang Wilayah (RTRW) 

Dokumen perencanaan sebagaimana disebutkan diatas khususnya Rencana 

Kerja DPMPTP Tahun 2022 disusun dengan mempedomani 1. RPJPN Tahun 2005-

2025, 2. RPJMN Tahun 2016-2019, 3. RPJPD Propinsi Sumatera Barat, 4. RPJPD 

Kabupaten Padang Pariaman 2005-2025, 5. RPJMD Tahun 2010-2016, Renstra 

DPMPTP Tahun 2016-2021. Hal ini menjaga konsistensi dokumen perencanaan mulai 

dan i RPJPD sampai dengan Renja OPD yang dilaksanakan masing-masing OPD. 
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label 2.14 (T-C. 31.) 
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 

DPMPTP Kabupaten Padang Pariaman 

NO 
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan 

Catatan 
Penting 

Program/ Kegiatan h3kasi Indikator kinerja 
Target 

capaian 

Pagu indikatif 
(Rp.000) 

Program/ 
Kegiatan 

lokas i lndikator kinerja 
Target 

capaian 

Pagu indikatif 
(Rp.000) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 

PENUNIANG URUSAN 
PEMERINTAHAN 
DAERAH 
KABUPATEN/KOTA 

DPMPTP 

Persentase terpenuhinya 
Pelayanan Pemerintah 
Daerah 

ion 

RR 4.877.955.119 
PENUNJANG URUSAN 
PEMERTNTAHAN 
DAERAH 
KABUPATEN/KOTA 

DPMPTP 

Persentase terpenuhinya 
Pelayanan Pemerintah 
Daerah 

100% 

Rp. 4.877.955.119 Nilai Sakip Pengkat 
Daerah Hash l Evaluasi 

Inspektorat 

A Nilai Sakip Pengkat Daerah 
Hash l Evaluasi Inspektorat 

A 

Prosentase Temuan BPK 
yang Ditindak lanjuti 

10096 Prosentase Temuan BPK 
yang Ditindak lanjuti 

10096 

2 
PROGRAM 
PENGEMBANGAN 
IKLIM PENANAMAN 
MODAL 

DPMPTP Penyusunan Rencana 
Umum Penanaman Modal 

1 
DOkurnall 

Rp. 81.180.000 
PROGRAM 
PENGEMBANGAN 
IKLIM PENANAMAN 
MODAL 

DPMPTP Penyusunan Rencana 
Umum Penanaman Modal 

1 Dokurnen Rp. 81.180.000 

3 PROGRAM PROMOSI 
PENANAMAN MODAL 

DPMPTP 
Investasi Berskala 

Nasional (PMDN/PMA) 

1 

Dokumen 

4 Event 

Rp 35,000,000 

PROGRAM PROMOS1 
PENANAMAN MODAL 

DPMPTP 
Investasi Berskala Nasional 

(PMDN/PMA) 

1 Dokumen 

4 Event 
Rp.35.000.000 

4 PROGRAM PELAYANAN 
PENANAMAN MODAL DPMPTP 

lndeks kepuasan 
Masyarakat Perangkat 
Daerah 

89 Rp.173.568.721 
PROGRAM 
PELAYANAN 
PENANAMAN MODAL 

DPMPTP 
lndeks kepuasan 
Masyarakat Perangkat 
Daerah 

89 Rp.173.568.721 

5 
PROGRAM 
PENGENDALIAN 
PELAKSANAAN 
PENANAMAN MODAL 

DPMPTP 
Jumlah Objek Perizinan clan 
Non Perizinan yang diawasi, 
dikendalikan dan ditertibkan 

110 °Wok Rp. 393.394.000 
PROGRAM 

PENGENDALIAN 
PELAKSANAAN 
PENANAMAN MODAL 

DPMPTP 
Jumlah Objek Perizinan den Non 
Perizinan yang diawasi, 
dikendalikan dan diterUbkan 

110 Objek Rp. 393.394.000 

6

PROGRAM 
PENGELOLAAN DATA 
DAN SISTEM 
INFORMASI 
PENANAMAN MODAL 

DPMPTP Jurnieh Aplikasi Pelayanen Yang 
dikembangkan 

1 Aplikaai Rp. 35.251.279 

PROGRAM 
PENGELOLAAN DATA 
DAN SISTEM 

INFORMASI 
PENANAMAN MODAL 

DPMPTP Juinlah Aplikasi Pelayanan Yang 
dikembangkan 

1 Ap likasi Rp. 35.251.279 

7 
PROGRAM 
PERENCANAAN DAN 
PEMBANGUNAN 
INDUSTRI 

DPMPTP Pengembengan Sentra Industri 
Pctensial 

1 Sentra R p. 15163.957.000 

PROGRAM 
PERENCANAAN DAN 
PEMBANGUNAN 
INDUSTRI 

DPMPTP Pengembangan Sentra Industri 
Potensial 

1 Sentra Rp. 15163.957.000 

8 
PROGRAM 
PENGENDALIAN IZIN 
USAHA INDUSTRI 

_ 
DPMPTP 

Peninglistanjumlan Industrl 
keel dan Menengeh yang 
berserUnkas1 

sertifikasl Rp. 5.000.000 
PROGRAM 
PENGENDALIAN IZIN 
USAHA INDUSTRI 

... 
DPMPTP 

PenIngkatanIumlah Indusul 
keel den Menengah yang 
tersertlftkatil 

sertifikasI Rp. 5.000.000 

9 
PROGRAM 
PENGELOLAAN SISTEM 
INFORMASI INDUSTRI 
NASIONAL 

DPMPTP Tersedianya data dan Informasl 
twang Indwell keel den

Menengan 

1 
Dokumen 
Ranperda 

Rp. 5.000.000 
PROGRAM 
PENGELOLAAN 
SISTEM INFORMASI 
INDUSTRI NASIONAL 

DPMPTI,, 
TersedIanya data dan Informal 
twang Industil keen dan 
Menengah 

1 
Dokumen 
Ranperda 

Rp. 5.000.000 
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2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan 

Rencana Kerja ( Renja ) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu dan 

Perindustrian Tahun 2022 merupalcan rencana kerja akan disusun untuk 

dituangkan dalam Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Perizinan Terpadu ( Renstra DPMPTP ) Tahun 2021-2026, Renja DPMPTP 

disusun dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 

Tahun 2010 tentang pelaksanaan PP 8 tahun 2008 tentang tahapan, Tata Cara 

Penyusunan, pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembanguanan 

Daerah. Sejalan dengan kebijakan Pemerintah Daerah Padang Pariaman 

dengan memperhatikan pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten 

Padang Pariaman tahun 2023 ditetapkan tolak ukur kinerja melalui indikator 

makro, indikator ekonomin dan sosial. 

Dalam penyusunan perencanaan pembangunan pada DPMPTP yang 

merupakan sinergitas perencanaan mulai dan i perencanaan mulai dan i tingkat 

nagari, kecamatan, dan SKPD, maka untuk tahun 2022 pada DPMPTP tidak 

ada usulan skala prioritas dan hasil musrenbang. Adapun program dan 

kegiatan yang dituangkan dalam rencana kerja 2023 berdasarkan target 

kinerja yang ditetapkan untuk mencapai tujuan dan sasaran SKPD. 
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BAB III 

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 
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BAB HI 

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi 

Berdasarkan potensi dan keunggulan Wilayah Sumatera, maka tema besar 

Pembangunan Wilayah Sumatera sebagai: 

1. Salah satu pintu gerbang Indonesia dalam perdagangan internasional. 

2. Lumbung energi nasional termasuk pengembangan energi terbarukan 

biomas. 

3. Pengembangan hilirisasi komoditas batu bara 

4. Industri berbasis komoditas kelapa sawit, karet, timah, bauksit, dan kaolin. 

5. Percepatan pembangunan ekonomi berbasis maritim (kelautan) melalui 

pengembangan industri perikanan, pariwisata bahari, industri perkebunan, 

dan industri pertambangan. 

Tujuan pengembangan Wilayah Sumatera tahun 2021-2026 adalah mendorong 

percepatan dan perluasan pembangunan Wilayah Sumatera dengan menekankan 

keunggulan dan potensi daerah, melalui: 

a) Pengembangan hilirisasi komoditas bath bara, serta pengembangan industri 

berbasis komoditas kelapa sawit, karet, timah, bauksit, dan kaolin; 

b) Penyediaan infrastruktur wilayah; 

c) Peningkatan SDM dan ilmu dan teknologi secara terus menerus. 

Dalam penyusunan Renja DPMPTP Tahun 2023 telah mengacu pada kebijakan dani 

Pemerintah atasan, yaitu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Serta 

disinkronkan dengan arah pembangunan daerah. Hal ini bertujuan untuk menjaga 

sinergitas pelaksanaan pembangunan dan i tingkat pusat sampai dengan tingkat 

daerah. Adapun kegiatan dalam renja DPMPTP Tahun 2023 apabila disandingkan 

dengan kebijakan pusat dan provinsi diuraikan pada Tabel 3.1. Sebagai berikut: 
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Tabel 3.1. 
Matrik Keterkaitan Antara RPJPN, RPJPD Propinsi Sumatera Barat 

dan RPJPD Padang Pariaman Tahun 2005-2025 

Visi Misi RPJPN 
Tahun 2005-2025 

Visi Misi RPJPD Propinsi 
Sumatera Barat 

Tahun 2005-2025 

Visi Misi RPJPD Kabupaten 
Padang Pariaman 
Tahun 2005-2025 

Indonesia Yang Manadiri; 
Maju, adil dan Makmur 

Menjadi Proyinsi Terkemuka 
Berbasis Sumberdaya Manusia 
Yang Agamais Pada Tabun 2025 

Padang Pariaman Tahun 2025 
Unggul dibidang Agribisnis dan 
Perdagangan Berdasarkan 
Sumberdaya Manusia yang 
Berkualitas 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Mewujudkan masyarakat 
berakhlak mulia, bermoral, 
beretika, berbudaya, dan 
beradab berdasarkan 
falsafah Pancasila 

Mewujudkan bangsa yang 
berdaya-saing 
Mewujudkan masyarakat 
demokratis berlandaskan 
hukum 
Mewujudkan Indonesia 
aman, damai, dan bersatu 

Mewujudkan pemerataan 
pembangunan dan 
berkeadilan 

Mewujudkan Indonesia asri 
dan lestari 

Mewujudkan Indonesia 
menjadi negara kepulauan 
yang mandiri, maju, kuat, 
dan berbasiskan 
kepentingan nasional 
Mewujudkan Indonesia 
berperan penting dalam 
pergaulan dunia 
internasional 

1 

2 

3 

4 

5 

Mewujudkan kehidupan agama 
dan budaya berdasarkan filosofi 
"Adat Basandi Syarak, Syarak 
Basandi Kitabullah', 

Mewujudkan sistem hukum dan 
tata-pemerintahan yang balk, 
Mewujudkan sumberdaya insani 
yang berkualitas, amanah dan 
berdaya saing tinggi, 
Mewujudkan usaha ekonomi 
produktif dan mampu bersaing di 
dunia global, 

Mewujudkan kualitas lingkungan 
hidup yang balk dengan 
pengelolaan sumberdaya alam 
berkelanjutan. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Mewujudkan system agribisnis dan 
agroindustri yang tangguh 
berbasiskan nagari, ditunjang oleh 
system teknologi dan informasi 
mutakhir, dalam rangka 
pengembangan ekonomi kawasan 
Mewujudkan sistim perdagangan 
yang tangguh berorientasi ekspor 
Mewujudkan sumberdaya manusia 
yang berkualitas, dan berdaya 
saing tinggi 
Mewujudkan Kehidupan Beragama 
Yang Balk dan Berkualitas, 
berlandaskan "adat basandi 
syarak, syarak basandi kitabullah" 
Mewujudkan tata pemerintahan 
yang jujur dan bertanggung jawab 

Mewujudkan pembangunan yang 
berkelanjutan dengan kaidah-
kaidah kelestarian lingkungan 
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VlSI RPJMN TAHUN 2014-2019 dan Visi Misi RPJPD Kabupaten Padang Pariaman 
Tahun 2005-2025 

VISI RPJMN TAHUN 2014-2019 
Visi Misi RPJPD Kabupaten Padang 

Pariaman Tahun 2005-2025 
Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, 
Mandiri, dan Berkepribadian 
Berlandaskan Gotong-Royong 

Padang Pariaman Tahun 2025 Unggul 
dibidang Agribisnis dan Perdagangan 
Berdasarkan Sumberdaya Man usia yang 
Berkualitas 

MISI RPJMN TAHUN 2014-2019 MISI RPJPD TAHUN 2005-2025 
1 Mewujudkan keamanan nasional yang 

mampu menjaga kedaulatan wilayah, 
menopang kemandirian ekonomi 
dengan mengamanlcan sumber daya 
maritim, dan mencerminkan 
kepribadian Indonesia sebagai negara 
kepulauan. 

1 Mewujudkan system agribisnis dan 
agroindustri yang tangguh berbasiskan 
nagari, ditunjang oleh system teknologi 
dan informasi mutakhir, dalam rangka 
pengembangan ekonomi kawasan 

2 Mewujudkan masyarakat maju, 
berkeseimbangan, dan demokratis 
berlandaskan negara hukum. 

2 Mewujudkan sistim perdagangan yang 
tangguh berorientasi ekspor 

3 Mewujudkan politik luar negeri bebas- 
aktif dan memperkuat jati din sebagai 
negara maritim. 

3 Mewujudkan sumberdaya manusia yang 
berkualitas, dan berdaya saing tinggi 

4 Mewujudkan kualitas hidup manusia 
Indonesia yang tinggi, maju, dan 
sejahtera. 

4 Mewujudkan Kehidupan Beragama Yang 
Baik dan Berkualitas, berlandaskan "adat 
basandi syarak, syarak basandi 
kitabullah" 

5 Mewujudkan bangsa yang berdaya 
saing. 

5 Mewujudkan tata pemerintahan yang 
jujur dan bertanggung jawab 

6 Mewujudkan Indonesia menjadi negara 
maritim yang mandiri, maju, kuat, dan 
berbasiskan kepentingan nasional. 

6 Mewujudkan pembangunan yang 
berkelanjutan dengan kaidah-kaidah 
kelestarian lingkungan 

7 Mewujudkan masyarakat yang 
berkepribadian dalam kebudayaan. 
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Matrik Keterkaitan Prioritas Pembangunan Kabupaten Padang Pariaman, 
Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Barat dan Prioritas Pembangunan 

Nasional Tahun 2023 

PRIORITAS NASIONAL ( RKP 
2022) 

PRIORITAS PROVINSI 
SUMATERA BARAT (RKPD 2022) 

PRIORITAS KABUPATEN PADANG 
PARIAMAN (RKPD 2022) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Memperkuat pertahanan 
Ekonomi untuk Pertumbuhan 
berkualitas dan Berkeadilan 

Mengembangan Wilayah untuk 
Mengurangi kesenjangan dan 
Manajemen Pemerataan 

Meningkatkan Sumber Daya 
manusia Berkualitas dan 
berdaya saing 
Revolusi Mental dan 
Pengembangan Kebudayaan 

Memperkuat Infrastruktur 
untuk mendukung 
Pengembangan Ekonomi dan 
Pelayanan Dasar 
Mengembangkan Lingkungan 
Hidup, Meningkatkan 
Ketahanan Bencana dan 
Perubahan Ildim 

Memperkuat Stabilitas dan 
Transformasi Pelayanan Publik 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Meningkatkan Nilai tambah dan 
Produktifitas Pertanian, 
Perkebunan, Peternakan dan 
Perikanan 

Meningkatkan Usaha 
Perdagangan dan Industri Kecil 
Menengah serta Ekonomi 
berbasis Digital 
Meningkatkan ekononni Kreatif 
dan berdaya Saing 
Kepariwisataan 
Meningkatkan Pembangunan 
Infrastruktur yang berkeadilan 
dan berkelanjutan 

Mewujudkan Sumber Daya 
Manusia berakhlak Mulia, Sehat, 
Unggul dan Berdaya Saing 

Meningkatkan Tata Kehidupan 
Sosial Kemasyarakatan 
Berdasarkan Filsafah Adat 
Basandi Syara'-Syara' Basandi 
Kitabullah 
Meningkatkan Pembangunan 
Infrastruktur yang berkeadilan 
dan berkeadilan 

Meningkatkan Kualitas Tata 
Kelola Penyelenggaraan 
Pemerintahan daerah yang 
bersih, Akuntabel serta 
Berkualitas 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Meningkatkan Kualitas Kehidupan 
Beragama dan Berbudaya 

Meningkatkan Kualitas Sumnber 
Daya Manusia dan Peningkatan 
Derajat Kesehatan Masyarakat 

Mengembangkan Infrastruktur 
Berwawasan Lingkungan dan Tata 
Ruang 
Meningkatkan Produksi Pertanian, 
Peternakan dan Perikanan 

Meningkatkan Potensi Pariwisata 
Unggulan 

Meningkatkan Kontribusi Sektor 
Industri dan Perdangan Terhadap 
Perekonomian daerah 

Menurunkan Tingkat Kemiskinan 
dan Pengangguran 

Meningkatkan Kinerja dan 
Pelayanan Daerah 

Mengurangi Resiko Bencana, 
Kesiapsiagaan Tanggap Darurat 
dan Pemulihan Pasca Bencana 

48 



REIVJA 2023 DPMPTP KABUPATEN PADANG PARIAMAN 

Matrik Keterkaitan Antara Visi dan Misi RPJMN 2020-2024 dengan Visi Misi 

RPJMD Padang Pariaman Tahun 2021-2026 

VISI RPJMN TAHUN 2020-2024 Visi RPMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026 

Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, dan 
Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong 

Padang Pariaman Berjaya 

MIS! RPJMN TAHUN 2020-2024 MIS! RPJPD TAHUN 2021-2026 

1 Peningkatan kualitas manusia Indonesia 1 Meningkatkan kualitas kehidupan beragama 
berdasarkan falsafah adat basandi sarak, sarak 
basandi kitabullah serta memelihara kerukunan, 
ketentraman dan ketertiban umum 

2 Struktur ekonomi yang produktif, mandiri 
dan berdaya saing. 

3 Membangun kemandirian ekonomi dan kesejahteraan 
masyarakat melalui daya dukung sektor primer dan 
jasa berbasiskan pemberdayaan masyarakat 

6 Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan dasar 
dengan memanfaatIcan ilmu pengetahuan dan 
teknologi serta kearifan lokal melalui pemberdayaan 
masyarakat 

7 Meningkatkan sumber - sumber pendanaan dan 
ketetapan alokasi investasi melalui penciptaan iklim 
yang kondusif untuk pengembangan usaha dan 
penciptaan lapangan kerja 

3 Pembangunan yang merata dan berkeadilan. 2 Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana da 
prasarana publik secara berkelanjutan dengan 
memperhatikan kelestarian lingkungan dan penataan 
ruang 

4 Mencapai lingkungan hidup yang 
berkelanjutan. 

2 Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana da 
prasarana publik secara berkelanjutan dengan 
memperhatikan kelestarian lingkungan dan penataan 
ruang 

5 Kemajuan budaya yang mencerrninkan 
kepribadian bangsa. 

1 Meningkatkan kualitas kehidupan beragama 
berdasarkan falsafah adat basandi sarak, sarak 
basandi kitabullah serta memelihara kerukunan, 
ketentraman dan ketertiban umum 

6 Penegalcan system hukum yang bebas korupsi, 
bermartabat dan terpercaya. 

5 Mewujudkan tata kelola pemerintah yang efektif, 
bersih, berkeadilan, demokratis melalui 
penyelenggaraan pemerintah yang profesional, 
aspiratif, partisipatif dan transparan 

7 Perlindungan bagi segenap bangsa dan 
memberikan rasa aman pada seluruh warga. 

1 

Meningkatkan kualitas kehidupan beragama 
berdasarkan falsafah adat basandi sarak, sarak 
basandi kitabullah serta memelihara kerukunan, 
ketentraman dan ketertiban umum 

8 Pengelolaan pemerintahan yang bersih, 
efektif dan terpercaya. 

5 

Mewujudkan tata kelola pemerintah yang efektif, 
bersih, berkeadilan, demokratis melalui 
penyelenggaraan pemerintah yang profesional, 
aspiratif, partisipatif dan transparan 

9 Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka 
Negara kesatuan 

5 

Mewujudkan tata kelola pemerintah yang efektif, 
bersih, berkeadilan, demokratis melalui 
penyelenggaraan pemerintah yang profesional, 
aspiratif, partisipatif dan transparan 

Peran Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian 
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terhadap pencapaian Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Padang Pariaman dapat pula 

digambarkan dalam bagan di bawah ini : 

PENCAPAIAN VISI DAN MISI KABUPATEN PADANG PARIAMAN 
MELALUI KINERIA DPMPTP TAHUN 2021-2026 

3. Membangun kemandirian 
ekonomi dan kesejahteraan 
masyarakat metalui daya 
dulcung sektor primer dan jasa 

rbasiskan pernberdayaan 

2. 

Kontribusi 
ekonomi 
pertanian/perke 
bunan terhadap 
PDRB 
Kontribusi 
Ekonomi Selctor 
Industri 
Pengolahan 
terhadap PDRB 
Kunjungan 
wisata 
Tingkat 
Kemiskinan 
PDRB/Income 
Per Kapita 

VISI RPJMD TAHUN 2021-2026 

"PADANG PARIAMAN BERJAYA" 

5. Mewujudkan tata kelota 
pemerintahan yang efektif, bersih 
berkeadilan demokratis melatui 
penyelenggaraan pemerintahan 
yang prolesional, aspimtif, 

Opini WTP atas 
Laporan Keuangan 
Tingkat Kapabilitas 
APIP 
Tingkat Kematangan 
Implementasi SPIP 
Nilai SAKIP 
Pemerintah Dearth 
Basil Evaluasi 
Kemenpan RB 
Penggunaan E-
Procurement terhadap 
Belanja Pengadaan 
Nilai SPIP 
Indeks 
Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah 
(Nilai LPPD) 

3.2 Tujuan dan sasaran Renja OPD 

7. Meningkatkan surnber-surnber 
pendanaan dan ketepatan alokasi 
investasi melalui peneiptaan iklim 
yang kondusif untuk 
pengembangan usaha dan 

Jumlah nilai 
investasi berskala 

nasional 
(PMDN/PMA) 

Rencana Kerja (Renja) DPMPTP Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023 tidak 

lepas dan i pencapaian visi DPMPTP Kabupaten Padang Pariaman sebagaimana 

ditetapkan dalam Rencana Strategis DPMPTP Kabupaten Padang Pariaman 2021-2026 

yakni "Mewujudkan Peningkatan Investasi Melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Berkualitas Serta Perindustrian Yang Berdaya Saing". 
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TAJO 3.2 

Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran Serta Target DinasPenanaman Modal 
Pelayanan Terpadu Dan Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026 

Tujuan 
Tujuan 

Indikator 

Target 
Kinerja 
althir 
RFUMD 

sasaran 
Indikator 

sasaran 

Kondis 
Awal 

Tahun 
2020 

Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-

2021 2022 2023 2024 2025 2026 

3 

Tujuan 1: 
Meningkatnya 
Kesejahteraan 
Masyarakat 

N ilai 
PDRB 

Sektor 

Industri 
12.04 

Meningkatnya 
Perekonomian 
masyarakat 
melalui Sektor 
Perindustrian 

IK 1 : Pertumbuhan 
PDRB sektor 
Perindustrian 
IK 2 : Konfribusi Sektor 
Perinduslrian terhadap 
PDRB 

11,19 11,8 12,6 13,3 14,2 15,0 16,0 

5 

TUJUAN 1: 
Terwujudnya 
refomiasl blrokrasl 
yangefektlf dan 
ensien 

Indeles 
reformasl 
blrokrasi A 

Meningkatnya 

implementasi
reformasi birokrasi 

IK : Indeks RB 
Rumus : Basil Eva)uasi 
RB A A A A A A A 

7 

Tujuan 2: 

Meninglcatican 

nllai Investast 
/penanaman

modal 

Jumlah 

Investor 
60% Meningkatnya 

nitai investasi 

1K : Persentase 
peningkatan nilai 
investasi 

330.59 
8.007, 

3 
(Mixt) 

365.1 
00.00 

o 
(Mu) 

403.3 
00.00 

0 
(Ribu) 

445.4 
00.00 

o 
(Ftibu) 

491.9 
00.00 

o 
(RIbu) 

543.7 
00.00 

o 
(RIbu) 

600.0 
00.00 

0 
(Rlbu) 

Tabel 3.3. 
Tujuan, Indikator Tujuan, Target Kinerja Akhir RPJMD, Sasaran, Indikator 

Sasaran dan Target Kinerja Dinas Penanaman Modal pelayanan Terpadu dan 
Perindustrian Kabu aten Padang Pariaman Tahun 2023 

Tujuan Indikator 
Tujuan 

Target 
Kinerja akhir 

RPJMD 

Sasaran Indikator 

Sasaran 

Target 
Kinerja 

Tahun 2022 

Ket 

Tujuan 1: 
Meningkatnya 
Kesejahteraan 
Masyarakat 

PDRB 
Sektor 
lndustri 

12.04 Sagaran 1: 
Meningkatnya 
Perekonomian 
masyarakat melalui 
Sektor Perindustrian 

IK 1 : 
Pertumbuhan 
PDRB sektor 
Perindustrian 
IK 2 : Kontribusi 
Sektor 
Perindustrian 
terbadtm PDRB 

12,6 1KU 
OPD 

TUJUAN 1: 
Terwujudnya 

birolcrasi 
yang efektif dan 
efisien 

Indeks 
reformasi 
biroicrasi 

A SASARAN 2: 
Meningkatnya . 
implementasi reformasi 
birolcrasi 

IK : Indeks RB 
Rumus : Basil

reformasi Evaluasi RI3 

A PK 

Tujuan 
2:Meningkat 
kan nilai 
investasi 
/penanaman 

Jundah 
Investor 

60% Sasaran 1: 

Meningicatnya nilai 

investasi 

1K: Persentase 
peningkatan

investasi 

403.300.000 

(Ribu) 

IKU 
oPD 

Sedangkan untuk penyusunan perencanaan pembangunan daerah tahun 2023 

karena tahun 2023 merupakan tahun kedua dan i periode Ketiga pelaksanaan RPJMD 

(Tahun 2021-2026) sesuai dengan pentahapan dalam RPJPD Tahun 2005-2025, jadi 

untuk menyusun perencanaan kita mengacu pada Pepres Nomor 18 Tahun 2020 

tentang RPJMN Tahun 2020-2024. Untuk itu sejalan dengan itu sebagaimana yang 
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dituangkan dalam Rancangan RKPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022 maka 

prioritas pembangunan adalah: 

1. Peningkatan Pembangunan Pertanian dan Perikanan Berbasis Kawasan dan 

Komoditi Unggulan dengan arah kebijakan melalui peningkatan jumlah 

kawasan sentra produlcsi pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan. 

peningkatan, perluasan dan peremajaan tanaman perkebunan, meningkatnya 

populasi ternak, peningkatan kawasan konservasi dan budidaya perikanan, 

pembinaan dan peningkatan teknologi petanian serta peningkatan kapasitas 

penyuluh 

2. Peningkatan Kualitas Sumber daya Manusia dan Iptek dengan arah kebijakan 

melalui peningkatan kualifikasi guru, pengembangan pendidik non formal, 

meningkatnya akses pendidikan dini, pendidikan dasar dan pendidikan 

menengah, meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana kesehatan, 

meningkatkan ketersediaan, pemerataan dan keterjangkauan obat serta alat 

kesehatan, meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan 

3. Penerapan Good Governance dalam Penyelenggaraan Pemerintahan 

dengan arah kebijakan melatui reformasi birokrasi secara berkelanjutan 

termasuk penataan kelembagaan, peningkatan layanan publik melalui 

peningkatan kompetensi aparatur pelayanan, optimalisasi ruang partisipasi 

publik, optimalisasi layanan terkait kecepatan, kernudahan, kepastian, dan 

transparansi berbasis teknologi informasi, percepatan penera pan SPM, 

Akselerasi dalam melaksanakan tata kelola pemerintahan yang balk dan 

perwujudan reformasi birokrasi, pengembangan sum ber daya aparatur yang 

berintegritas, netral, kompeten, kapabel, berkinerja tinggi, sejahtera diikuti 

dengan sistem pembinaan karir yang terbuka, peningkatan efektivitas, efisiensi 

dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan didukung infrastruktur 

komunikasi dan infortnasi men uju e-government, pengelolaan pembangunan 

perdesaan sebagai antisipasi terhadap diberlakukannya UU No.6 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Desa melalui sinergitas perencanaan pembangunan, 

pendelegasian pelaksanaan kewenangan pembangunan, pelaksanaan program 

sektoral, peningkatan pengelolaan keuangan daerah dan peningkatan kualitas 

laporan keuangan, peningkatan effisiensi dan effektifitas dalam pelaksanaan 

pengawasan penganggaran pembangunan, peningkatan kualitas musrenbang, 
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fasilitasi dan singkronisasi antara perencanaan pembangunan dengan 

pelaksanaan serta pengendalian pembangunan daerah 

4. Penguatan Regulasi bagi Peningkatan Ildim Investasi dan &lin? Usaha 

serta pengembangan pariwisata Daerah secara terpadu dengan arah 

kebijakan peningkatan pelayanan investasi dan kejelasan regulasi, 

mendayagunakan program/kegiatan sektoral didaerah untuk meningkatkan 

daya saing masyarakat dan dunia usaha, membangun strategi untuk 

meningkatkan investasi dengan penyederhanaan perizinan, pelayanan terpadu 

satu pintu, hubungan industrial dan promosi, serta dukungan infrastruktur 

peningkatan sarana dan prasarana objek wisata, pengembangan jaringan 

kerjasama promosi pariwisata, penataan dan mengelola kawasan wisata 

kuliner serta menata dan mengelola kawasan wisata religi 

5. Peningkatan Pengamalan ABS-SBK dalam Kehidupan Masyarakat dengan arah 

kebijakan melalui peningkatan wind dan pengajian, meningkatkan insentif 

guru TPA/MDA, gharin, imam dan khatib, meningkatkan kapasitas lembaga 

adat dan budaya. 

6. Peningkatan Pembangunan Ekonomi Pelaku UMKM dan Koperasi dengan arah 

kebijakan melalui pengembangan produk olahan dan pemasaran bernilai 

tambah, jaminan mutu dan keamanan hasil pertanian dan perikanan, 

peningkatan kemitraan bisnis bagi UMKM dan koperasi, 

7. Pen urunan Tingkat Kemiskinan secara terintegrasi dengan arah kebijakan 

melalui penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial, peningkatan 

penanganan pelayanan dan rehabilitasi PMKS, anak jalanan, anak terlantar, 

mengembangkan usaha ekonomi masyarakat dan keluarga dalam 

meningkatkan ketahanan pangan masyarakat. Meningkatnya sarana dan 

prasarana pada daerah tertinggal dan peningkatan kapasitas masyarakat 

miskin serta penanganan kemiskinan secara terpadu antar SKPD. 

8. Peningkatan Pembangunan berbasis mitigasi bencana dengan arah kebijakan 

melalui peningkatan pengawasan dan pengendalian terhadap kerusakan dan 

pencemaran lingkungan hidup, pelestarian lingkungan hidup, pengendalian 

dan pengawasan pemanfaatan ruang sesuai dengan fungsi kawasan, 

pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana, 
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pencegahan bahaya kebakaran, serta penegakan hukum terhadap pelanggaran 

pemanfaatan sumber daya alam. 

9. Pen ingkatan pembangunan Infrastruktur pen unjang ekonomi yang ramah 

Lingkungan dengan arah kebijakan melalui pembangunan kantor 

pemerintahan di kawasan ibukota kabupaten, pembangunan, peningkatan dan 

rehabilitasi /pemeliharaan jalan dan jembatan, penyediaan fasilitas dan 

pemeliharaan prasarana perhubungan, peningkatan kualitas dan kuantitas 

sarana dan prasarana pengelolaan sampah, peningkatan pembangunan dan 

pengelolaan irigasi, serta percepatan pembangunan infrastruktur pedesaan 

untuk penunjang ekonomi masyarakat 

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi maka untuk menyusun 

perencanaan dalam Renja DPMPTP tahun 2022 sesuai dengan prioritas yang 

ketiga yaitu Penerapan Good Governance dalam Penyelenggaraan 

Pemerintahan dan prioritas yang keempat yakni Penguatan Regulasi bag! 

Peningkatan Iklim Investasi dan Iklim Usaha serta pengembangan pariwisata 

Daerah secara terpadu, maka tujuan dan Sasaran Rencana Kerja BPMP2T Tahun 

2022 adalah sebagai berikut : 

Tabel 3.6 
Matrik Keterkaitan Antara Tujuan, Sasaran dan Indikator Kiner a 

NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN SATUAN TARGET 2022 

(1) (2) (4) (5) (6) (7) 

3 

Tujuan 1: 
Meningkatnya 
Kesejahteraan 
Masyarakat 

Sasaran 1: 
Meningkatnya 
Perekonomian 
Masyaralcat melalui 
Sektor Perindustrian 

IK 1 : Pertumbuhan PDRB 
sektor Perindustrian (IIW) 

% 8,30% 

IK 2: Kontribusi Sektor 
Perindustrian terhadap PDRi 

% 0,25% 

Pertumbuhan Industri % 2,32% 

Calcupan bina kelompok 
pengrajin 

Pengerajin 160 

5 

Tujuan 1: 
Terwujudnya 
reformasi 
birokrasi yang 
efektif dan 
efisien 

Sasaran 1: 
Meningkatnya 
implementasi 
reformasi birokras 

Opini WI? atas Laporan 
Keuangan 

WTP WTP 

Tinglcat ICapabilitas AP1P % 100% 
Tinglcat Kemalangan 
Implementasi SP1P 

Nilai Sangat balk 

Nilai SAKIP Pemerintah Dearah 
Basil Evaluasi Kemenpan RB 

Nilai A 

Penggunaan E-Procurement 
terhadap Beianja Pengadaan % 100% 

Indeks Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Nilai 
LPPD) 

Nilai A 

7 

Tujuan 2: 
MeninglcatIcan 
nilai investasi 
/ penanaman 
modal 

Sasaran 1: 
Meningkatnya nilai 
investasi 

Jumlah investor berskala 
nasional (PMDN/PMA) 

Perusahaan 91 

Jumlah nilai investasi berskala 
nasional (PMDN/PMA) (IKU)

Millar 180 M 

Rasio daya serap tenaga kerja % 140 
Kenaikan/penurunan Nilai 
Reallsasi PMDN (milyar rupiah) Millar 6655, 
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Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan tersebut di atas, maka 

strategi yang ditempuh adalah sebagai berikut: 

1. Meningkatkan kualitas Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah 

2. Mengoptimalkan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 

3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 

4. Meningkatkan alcses pendidikan dan pelatihan aparatur 

5. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana 

6. Meningkatkan peranan sebagai fungsi manajemen dalam bidang perencanaan. 

7. Mengoptimalkan koordinasi perencanaan pembangunan daerah. 

8. Mengoptimalkan kegiatan monitoring dan evaluasi 

9. Mengoptimalkan sistem informasi perencanaan pembangunan 

10. Meningkatkan kualitas evaluasi dan pelaporan dalam perencanaan pembangunan 
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BAB IV 
RENCANA KERM DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 
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BAB W 
RENCANA ICERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 

4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Badan Perencanaan Penelitian dan 

Pengembangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023 

Rencana kerja dan pendanaan tahun 2023 adalah turunan dan i Rencana Strategis 

Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Kabupaten Padang 

Pariaman Tahun 2021-2026 dan sudah mengakomodir usulan dan i para pemangku 

kepentingan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Tahun 

2021-2026 di Kabupaten Padang Pariaman Terakait Urusan Penanaman Modal dan 

Perindustrian. Adapun rencana kerja dan pendanaan pada Dinas Penanaman Modal 

Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023 

tertuang pada tabel 4.1 berikut ini 
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Tabel 4.1 
Program dan Kegiatan Perangkat DaerahKabnpaten Padang ParisunanTalum 2023 

Unit Organisasi : 2.18.3.31.0.00.03.0000 DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN 
Sub Unit Organisasi :2.18.3.31.0.00.03.0000 DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN 

Kode 
Unisan/ Bldang Urosan/ 
Program/ Kegiatao/ Sub 

Kegfat= 

IndMater Kluerha Rencana Tabun 
2023 

Catata 
0 
Paella 
II 

Prakiraan Maj. Rerxcarna Talmo 2024 

Capalan Program Keluarao Sob 
Keghdau 

Haan Keg'atm] 
Lokasl 

Output 
Keglatao 

Target CapaMu Killerla 
Pam. 

hunk 
atlf

(RP./ 

Somber 
Dana 

Target Uinta. Kioerja 
Kebituhan 

Dasa/Pall. 
Indikitlf (pp.) Program 

Keluarao 
Sub 

KegIatao 

HasII 
Keglatan Tolok Ulm Target 

2 URUSAN PEMERINTAHAN WAIIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 

2 18 URUSAN PEMERINTAHAN HWANG PENANAMAN MODAL 5,596,349,119 4,55,353,744 

2 18 01 PROGRAI PENUNIANG URUSAN PEMERINTAHANDAERAH KABUPATEN/KOTA 4,877,955,119 
_ 

4,030,560,879 

2 18 01 2.01 trent oaao, Peoganggarau, don Evaluael Klueria Peraugkat Daerah 84,785,000 27,923,000 

2 18 01 2,01 01 
Penyusunan Dokumen m 
Perencanaen Perangkat 

Daerah 

jumlah Dokumen Perencanaan 
PerangkatDaerah 

jumlah Dokumen Renstra,Renja, RICA 
N.1,RKA Perubahan, SPA N+1,DPA 
Peru behan 

jumlah dokumen terlaksananya 
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 
DPMPTP (Lppd, Lakin) 

'umiak Laporan Evolves! K inerla 
Perangkat Daerah 

jurnlah Dokumen 

Perenaluaan 
PerangketDaerah 

Persen t ase 
Keselarasan 
Dokumen 
Perenceneandan 
Penganggaran 
Perangkat Deerah 

5 Dokumen 

5 I.

3 Dokumen 

3 Dokumen 

5 Dokumen 

— 

8 Dokumen 42,005,000 

Dana 

Umum- 
Transfer 

Dana 
Alokasl 
U mum 

;umiak Dokumen Perencanaan 
PerangkatDaerah 

jumlah Dokumen Renstra,Renja, 
RICA N.1,RKA Perubehan, SPA 
N•1,DPA Perubaban 

jumlah dokumen terialcsananya 
Evaluasi Kinerja Perangkat 
DeerahDPMPTP (Lppd, Lakin) 

jumlah Laporan Evaluasi Wade 
Perangkat Daerah 

5 Dokumen 

5 Dokumen 

 3 Dokumen 

3 Dokumen

13,923,000 

2 18 01 2,01 07 
Evaluasi (inerja Perangkat 
Daerah 

jumlah Dokumen Perencanaan 
PerangketDaerah 

jumlah Dokumen Renstra,Renja, RKA 
N+1,RICA Perubahan.DPA N+1,DPA 
Perubahan 

!umiak dokumen teriaksenanya 
Evaluesi KInerja Perangkat Daerah 
DPMPTP (Lppd, Lakin) 

juml ah Laporan Evaluasi KInerja 
Perangkat Daerah 

jumlah Laporan 
Evaluasi KInerja 
Perangkat Daerah 

Persentase 
Keselarasan 
Dokumen 
Peren unaandan 
Penganggaran 
Perangkat Deerah 

i Dokumen 

5 Dokumen 

3 Dokumen 

3 Dokumen 

3 Laporan 8 Dokumen 42,780,000 

Dana 
Transfer 
Umum• 
Dana 
Alokasi 
Umum 

jumlah Dokumen Perencanaan 
PerangkatDaereh 

jumlah Dokumen Renstra,Renje, 
RICA N.1,RICA Perubahan, SPA 
Nol,DPA Perubahan 

jumlah dokumen terlaksananya 
Evaluasi Killed!! Perangkat 
DaerahDPMPTP (Lppd. Laklp) 

jumlah Laporan Evaluasi Kinerja 
Perangkat Deere). 

5 Dokumen 

5 Dokumen 

3 amen D 

3 Dokumen

14,000,000 

2 18 01 2.02 AdedolstraslKerammo Peraogkat Daerah 3,365,417,778 3,%9,36,999 

2 18 01 2.02 01 
Penyediaan Gaji dan 
Turangen ASN d 

!umiak dokumen Penyusunan Laporan 
Akhirtahun 

'umiak  Laporan KeuenganAkhir Tahun 
SKPD den Laporan HBO Koordlnasi 
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir 
Tabun SKPO 

jumlah Orang 
yang 
menerima Gaji 
don

Tunjangan 
ASN 

Persentase 
Terpenuhinya 
Administresi 
Keuangan 
Perangket Deere). 

1 Laporan 
1 Dokumen 12 Oreng/bulalnLaporen 3,360,417,778 

Dane 
Transfer 
Umum• 
Dane 
Ajnono j 

Umum 

jumlah dokumen Penyusunan 
Leporan Akhirtahun 

jumlah Leporan KeuenganAkhir 

Tabun SKPD don Laporan IMO 
Koordinasi Penyusunan Laporan 
Keuangan Akhir Tabun SKPD 

1 Laporan 
i  Dokumen 3,162,363,999 

2 18 01 2.02 05 

Koordinesi den 
Penyusunan Laporan 
Keuangan Akhir Tahun 
SKPD 

!umiak dokumen Penyusunan Laporan 

Akhirtehun
f umiak Laporan KeuengenAkhir Tahun 
SKPD den Laporan Basil Koordinesi 

Penyusunan Laporan Keuangan Akhir
Tahun SKPD 

jumlah Worm 
KeuanganAkhir Tabun 
SKPD don Laporan 
limit Koordinasi 

Penyusunan Laporan 
Keuangan Akhir Tabun 
SKPD 

Persentase 
Terpenuhinya 
AdmInistrasi 
Keuangan

Perangkat Daerah 

1 Laporan 

1 Dokumen 
1 Laporan 1 Laporan 5400,000 

Dane

Transfer 
Umum• 
Dana 
Alokasl

Umum 

jumlah dokumen Penyusunan 
Laporan Akhirtahun 

jumfah Laporan KeuanganAkhir 
Tahun SKPD den Laporan Hasil 
Koordinasi Penyusunan Laporan 

Keuangan Akhir Tahun SKPD 

1 Laporan 

1 Dokumen 7,000,000

2 18 01 2.05 AdmInIstrael Kepegawalao Perangkat Daerah 76,000,000 23,500,000 

2 18 01 2.05 02 
Pengedaan Pakaian Dines 
beserta Atribut 
Kelengkapannya 

jumlah ASN (Perenrana)Yang 
mengikutl Bimtek 

jumlah Poker 
PekelanDinas 
beserta Atribut 

Persentase 
Terpenuhlnya 
Peningkatan 
Kapasitas 

6 orang 

6 among 
40 Peket 6 orang 66,000,000 

Dana 
m inofon

jumla). ASH (Perencane)Yang 
menglkutl Blmtek 

6 orang 

6 orang 
8,300,000 



Program dan Kegiatan Perangkat DaeraltKabupaten Padang PariamanTahon 2023 
Unit Organisasi : 2.18.3.31.0.00.03.0000 DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU DAN PER1NDUSTRIAN 
Sub Unit Organisasi : 2.18.3.31.0.00.03.0000 DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN 

Rode 
Unman/ Mang 

Urusan/Program/ 
Keglaten/ Sub 

Keglatan 

Indtkator Moeda Rencana Tabun 
2023 

Catatan 
Panting 

Prakkaan Maj. Rencana Tabun 2024 

CanaIan Program Keluaran Sub 
Keegan 

Hash l Keglatan 
Lokasl Output 

Keglatan 

Target CanaIan Mania 
Pagolndiat 

If(Rp.) 
Somber 

Dana 

Target Capalan Ktnerja 
Kebutoban 
Dana/Pagu 
Indikatif 

MO 

Program
KeluaranSub 

Kegi.. 
,„ 
mmil 
Kegiatan 

Tolok Ukur Target 

Inplementasl Peraturan 
Perundang.undangan Twang 
perencanaan pembangunan 
Daerah 

jumlah Orang yang Menglkuti 
Bimbingan Teknis Implementest 
Peraturan Perundang-Undangan 

jumlah pakaet pakaianDlnas 
beserta Atribut Kelengkapan 

Jumlah Pakalan Dlnas Beserta 
Atribut Kelengkapannya 

Kelengkapan Pegawal Perangkat Daerah
40 Paket 

40 Paket 

Umum• 
Dana 
Alokasi 
U mum 

Inplementasl Peraturan 
Perundang-undangan Tentang 
perencanaan pembangunan 
Daerah 

jumlah Orang yang Menglkal 
Blmbingan Teknis 
Implementasi Peraturan 
Perundang-Undangan 

Jumlah pakaet pakalanDinas 
beserta Atribut Kelengkapan 

jumlah Pakaian DInasBeserta 
Atribut Kelengkapannya 

40 Paket 

40 Paket 

2 18 01 2,05 11 
BimbIngan Teknis 
Implementasl 
Peraturan 
Perundang- 
Undangan 

Jumlah ASN (Perencena)Yang 
menglkuti Blmtek Inplementast 
Peraturan Perundang•undangan 
Tentang perencanaan 
pernbangunan Daerah 

Jumlah Orang yang Menidkuti 
Blmbingan Tekr,ls Implementasl 
Peraturan Per undang-Undangan

jumlah pakaet pakaianDInas 
besets Atribut Kelengkapan 

Jumlah Pakalan DinasBeserta 
Atribut Kelengkapannya 

Jumlah Orang 
yang Menglkutl 
Blmbingan 
Teknis 
Implementast 

Peraturan 
Perundan t 

Undangan

Persentase Terpenuhinya 
Peningkatan Kapasltas 
Pegawai Perangkat Daerah 

6 orang 

6 orang 

40 Paket 

40 Paket 

6 Orang 6 orang 10,000,000 

Dana 
Transfer 
Umum-
,... 

Alokasi 
U mum 

jumlah ASN (Perenrana)Yang 
mengikut Birntek Inplementasl 
Peraturan Perundang-undangen 
Tentang perencanaan 
pembangunan Daerah 

jumlah Orang yang Mengikud 
Blmbingan Teknis 
Implemental Peraturan 
Perundang-Undangan 

jumlah pakaet pakaianDlnas 

beserta Atribut Kelengkapan 

jumlah Pakalan DinasBeserta 
Atribut Kelengkapannya 

6 orang 

6 orang 

40 Paket 

40 Paket 

15,200,000 

2 18 01 2.06 Administrasl Umum Perangkat Daerak 621,976,001 134,523,000 

2 18 01 2D6 02 
Penyediaan Peralatan 
danPerlengkapan 
Kantor 

jumlah Behan Bacaan danPeraturan 

Perundang undangan yang 
disediakan 

jumlah Man terlaksananya 
PenyedlaanBarang Cetakan den 
Penggandaan 

jumlah bulan teriaksananya 
PenyedlaanPeralatan Rumah Tangga 

jumleh FasilitaslRepat-rapat 
Koordinasi dan Konsultasi ke luar 
dan Dalam Daerah 

Jumlah Makanan den ?alum. yang 
disediakan 

jumlah Peralatan dan Perlengkapan 
Kantor danATK 

Penatausahaan Arsip yangDinamis 
pada SKPD 

jumlah Paket 
Peralatan den 
Pe 
Kantoryang 
Disediakan 

Persentase 
Terselenggaranya 
Pengadministrasien 
Umum Perangkat Daerah 

1800 exampli 

5000 lembar 

180 buah 

20 prang 

700 porsi 

5 yokel 

1 Arsip OPD 

or 

5 Paket 

5 paket 

— 

240,293,621 

Dana 
Transfer 
Umum- 
Dana 
Alokasi 
Umum 

jumlah Behan Bacaan dan 
Peraturan Perundang undangan 
yang disediakan 

jumlah bulan terlaksananya 
PenyedleanBarang Cetakan dan 
Penggandaan 

jumlah baton tedaksananya 
PenyediaanPeralatan Rumah 
Tangga 
jamtab Fasiktasi Rapat.rapat Koordinali 
dap Konsul tasi ke loan dan Dab m 
Daerah 

'umiak Makanan don Hinman yang 
disediakan 

Jumlah Peralatan dan 
Periengkapan Kantor danATK 

Penatausahaan Arsip yangDinarnis 
pada SKPD 

1800 exampli 

5000 lembar 
180 buah 
20 orang 
700 pors1 
S paket 
1 Aralp OPDriengkapen 

r 

8,000,000 



Program dan Kegiatan Perangkat DaeratiKabnpaten Padang Parkin= Tabun 2023 
Unit Organisasi : 2.18.3.31.0.00.03.0000 DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN 
Sub Unit Organisasi : 2.18.3.31.0.00.03.0000 DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN 

Kids 
Urusan/ Mang 

Urusan/Program/ 
Keglatan/ Sub 

Keglatan 

Indikator KInarla Kansans Tabun 
2023 

Catat 
an 

t 

ng 

Prakiraan Main Reasons Tabun 2024 

Capstan Program Keluaran Sob 
Kegiatan 

Hasil Kegiatan Lokasl Output 
Kegiatan 

Target Capaian Kinerja 
Pagulndikatt 

OP.) 
Somber 

Dana 

Target Caption Iliners 
Kebutoba 
a Dana/ 

p4gP 
Indlkatif 

(RP.) 

Program
Keloaran 

Sub
Keglatan 

Haan 
Keglatan 

Tolok Ulan. Target 

2 18 01 2.06 03 
Penyedlaan 
PeralatanR umeh 
Tangga 

jumlah Bahan Bataan danPeraturan 

Perundang undangan yang disedlakan 

jumlah bulan terlaksananya Penyediaan 
Barang Cetakan den Penggandaan 

smith bulan terlaksananya Penyedlaan 
Peralatan Somali Tangga 

Jumlah FasIlitaslRapat-rapat 
Koordinas1 dan Konsultas1 ke luar 
dan Dalam Daerah 

j umlah Makanan dan MInumen yang 
disediakan 

smith Parade. dan Periengkapan 
Kantor danATK 

Penatausahaan Arsip yangDInamis pada 
SKPD 

h k jumla Paet 
Peralatan 

TRumeh angga yang 
Disedlakan 

Persentase 
Terselenggaranya
PengadmInIstrasIan 
Umum Perangkat Daerah 

1800 exampll 

5000 lembar 

180 Muth 

20 orang 

700 pars' 

5 paket 
1 Arsip OPD 

Sr' 

k 180 Pa et 

.. 

5 pekes 107,000,000 

Dana 
Transfer 

mom 
Dane 
Alokesl 
Umum 

furnish Bahan Bacaan danPeraturan 

Perundang undangan yang dIsediakan 

fum lah bulan terlaksananya Penyedlaan 
Barang Cetakan den Penggandaan 

fumlah bulan terlaksananya Penyedlaan 

Peralatan Rumah Tangga
jumlah FasIlltaslRapat-rapat 
KoordlnasIdan KonsultasIke luar dan 
Dalam Daerah 

j umlah Makanan dan Min uman yang 
dIsedlakan 

fumlah Peralatan dan Perlengkapan 

Kantor danATK 

Penetausehean Arslp yangDinands pada 
SKPD 

.. 
1800 examl n 

5000 !unbar 

180 buah 

20 orang 

700 porsi 

5 paket 

1 Arslp OPD 

ar 

9,000,000

2 18 01 2.06 05 
dl Penyeaan 

BarangCetakan 
dan 
Penggandaan 

!umiak Behan Bacaan danPeraturan 
Perundang undangan yangdisediakan 

smith buten terlaksananya Penyediaan 
Balling Cetakan den Penggandaan 
Jumlah bulan terlaksananya Penyedlaan 
Peralatan Somali Tangga 

J umlah FasIlltes1Rapet-rapat 
KoordlnasIdan KonsultesIke luar 
den Urn Daerah 

Jumlah Makanan den MInumen yang 
disediakan 

smith Peralatan dan Perlengkapan 
Kantor danATK 

Penatausahaan Arsip yang0Inamis pada 
SKPD 

jumlah 
Paket 
Barang 
C etakan dan 
Penggendea 
n yang 
Disdi.kaf, 

Persentase 
Terselenggaranya 
PengadmInIstreslan 
Umum Perangkat Daerah 

1800 comp]] 

5000 lembar 

180 both 

20 orang 

700 pool 

5 paket 

1 Arslp OPD 

ar 

1 Paket 

5 paket 7,850,000 

Dane 
Transfer 

Umum- 
Dana 
Alokes1 
Umum 

fumlah Behan Bacaan danPeraturan 
Perundang undangan yang disedlakan 

furnlah bulan teriaksananya Penyedlaan 
Barring Cetakan dan Penggandaan 
jumlah bulan terlaksananya Penyedlaan 
Peralatan Rumah Tangga 

jumlah Fasilltes1Rapat-repat 
Koordinasi den Konsultasl ke luar dan 
Delam Daerah 

jumlah Makanan den Minuman yang 
dIsedlaken 

jumlah Peralatan dan Periengkapen 
Kantor danATK 

Penateusaheen Arslp yangDinamls pada 
SKPD 

1800 exampI 

5000 fe,,bar

180 bush 

20 orang 

700 porsi 
5 paket 

1 Arslp OPD 

ar 

10,000,000 

2 18 01 286 06 
d B h Penyeiaan an 

Bacaandan P eraturan e
Perundang.undangan 

smith Behan Baran danPeraturan 
Perundang undangan yang disediakan 

furnlah bulan teriaksananya Penyedlaan 
Barang Cetakan dan Penggandaan 

smith bulan terlaksananya Penyediaan 
jumlah 
Dokumen 
BahanBacaan 
dan Peraturan 
Perundang- 
Undangan yang 
DIsedlakan 

Persentase 
Terselenggaranya 
Pengadministrasian 
Umum Perangkat Daerah 

1800 exampllar 

5000 lembar 

180 bosh 

20 orang 

700 porsl 

5 paket 

1 Arslp OPD 

1 Dokumen 5 paket 7,500,000 

Dana 
Transfer 

Umum- 
Dana 
Alokasi 
Umum 

— 
jumlah Behan Bacaan danPeraturan 
Perundang undangan yang d1sedlakan 

jumlah bulan terlaksananya Penyedlaan 
Barang Cetakan dan Penggandaan 

' umiak hulas terlaksananya Penyedlaan 

1800 exampl 

5000 lembar 

180 both 

20 orang 

700 pors1 

5 paket 

1 Arslp OPD 

or 

8,000,000
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Program dan Keglatan Perangkat DaerahKabupaten Padang Pariaman Tatum 2023 
Unit Organisasi :2.18.3.31.0.00.03.0000 D1NAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN 
Sub Unit Or anisasi :2.18.3.31.0.00.03.0000 DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN 

Kode 
Unman/ Mang 

Urnsan/Program/ 
Kegiatan/ Sub 

Keglatan 

Indikator Maeda Rencana Tabun 
2023 

Cataan 
Panting 

Praldraan Malu Rencana Taban 2024 

Capalan Program Keloaran Sob 
Kegiatan 

Flasil Kegiatan Lokasi Output 
Kegiatan 

Target Capaian Kinerja 

Paga 
Ind' 
kad 
f 
DIP 
) 

Number 
Dana 

Target Capaian Kinerja 
Kebatukan 
Dama/Pamt 

Indlkatif (Rp.) p row ., 
Kaltman 

Sab 
Keglatan 

Hasil 
Keglatan 

Tolok Ult. Target

Peralatan Rumah Tangga 

jumlah FasilItasIRapat.rapat 
KoordinasI den Konsulted be luar den 
Dalam Daerah 

jumlah Makanan den MInumen yang 
disediakan 

jumlah Peralatan dan Perlengkapan 
Kantor denATK 

Penatauseheen Arsip yangDInamls pada 
SKPD 

Peralatan Rumah Tangga 

jumlah FasIllted Rapet-rapat 
KoordlnasI den Konsultasi ke War dan 

Salem Daerah 

jumlah Makanan dan MInuman yang 
dIsedlaken 

jumlah Peralatan den Perlengkapan 
Kantor denATK 

Pen etausehaan Arslp yangDInamls pada 
SKPD 

2 113 01 2.06 08 FastlItasI Kunjungan 
Tam 

Jumlah Behan Becalm danPeraturan 
Perundang undangan yang dIsedlakan 

jumlah bulan terlaksananya Penyedlaan 
Barons Cetakan den Penggandeen 

jumlah Wan terlaksananya Penyedlaan 
Peralatan Rumah Tanga 

jumlah Fasillted Rapat.repat 
Koordlnasl den Konsultad ke hirer dan 
Dalam Daerah 

jumlah Makanan den MInuman yang 
dIsedlakan 

jumlah Peralatan den Peden gkapen 
Kantor denATK 

Penetausehaan ArsIp yangDinamIs pada 
SKPD 

jumlah Laporan 
FAsIlltasl 
Kunjungan 
Tam u 

Persentase 
Tersdenggaranya 
PengadmInistrasian 
Smuts Perangkat Daerah 

1800 examp ll 

5000 'ember 

180 buah 

20 orang 

700 pors1 

5 paket 

1 Arslp OPD 

ar

1 Laporan 

5 paket 15,550.000 

Dena 
Transfer

Umum• 
Dena 
Alokad 
Umum 

jumlah Bahan Becaen danPereturan 
Perundang undangan yang dIsedlakan 

jumlah When terlaksananya Penyedleen 
Barang Cetakan dan Penggandaan 

Jumlah Wan terlaksananya Penyedlean 
Peralatan Rumah Tangga 

jumlah FasilItaslRepat.rapat 
KoordlnasI den Konsultesl ke 'oar den 
Dalarn Daerah 

Jumlah Makanan den MInumen yang 
dIsedlaken 

jumlah Peralatan dan Perlengkapan 
Kantor danATK 

Pen etausahaan Anil) yangDInamIs pada 
SKPD 

1800 
oomph 

10,88, 
180 bush 
20 orang 
700 pord 
5 paket 

kitr iP

et 

9,523,0 
00 

2 18 01 2.06 09 

Penyelenggaraan 
Repat KoordInad 
dan K onsultasISKPD 

jumlah Bahan Bacean denPereturan 
Perundang undangan yang disedlaken 

jumlah bolos tedalcsananya PenyedIeen 
Sarong Cetakan dan Penggandaan 

jurnlah baton terlaksananya Penyediaan 
m Peralatan Ru ah Tangga 

jurnlah FasilitasI Rapat-rapat 
Koordlnesldan Konsultad be luar dan 
Data,,, aporan Daerah 

jumlah Makanan den MInumen yang 
disediaken 

jumlah Peralatan dan Perlengkapan 
Kantor denATK 

jumlah Laporan 
Penyelenggaraan 
Rapat KoordinasI 
dan Konsultasi 
SKPD 

se Terselenggaranya 
Pengedministrad an 
Umum Perangkat Daerah 

AO uu exainpli 
3000 lembar 
180 book 
20 prang 

700 pord 
5 paket 
1 Arsip OPD 

or 

12 L 5 paket 233,077,000 

Dana 
Transfer 
Urnurn- 
Dana 
Alokasi 
Umum

Jumlah Balm Bacaan denPeraturen 
Perundang undangan yang disediakan 

Jumlah bulan terlaksananya Penyedlaan 
Barang Cetakan dan Penggandaan 

jumlah baton teriaksananya Penyedieen 
Peralatan Rumah Tangga 

jundah Fasilitasi Rapat-rapat 
KoordlnasIdan KonsultasI ke luar dan 
Dalam Daerah 

jumlah Makanan den MInuman yang 
disediakan 

jumlah Peralatan den Perlengkapan 
Kantor danATK 

Mph 

Mar 
100 bank 
20 orang 
700 porsI 
5 paket 

b API p

at 

85,000,0 
00 
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Program dim Kegiatan Perangkat DaeratiKabnpaten Padang ParhunanTalmn 2023 
Unit Organisasi :2.18.3.31000.03.0000 DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTR1AN 
Sub Unit Organisasi : 2.18.3.31.0.00.03.0000 DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTR1AN 

Kode 
Unman/ 81dang 

Urusan/Program/ 
Keg  Ulan/ Sub 

Keg 1=112 

Facilitator lOnerla Rencana Tabun 
2023 

Catatan 
Fenno/ 

Praldraan Main Rencana Tabun 2024 

Capalan Program Keluaran Sub 
Keidatan

Hush KegIatan 
Lokasi Output 

Keglatan 

Target CanaIan KInerfa 
PagultHR 

P.) 
Sumber 

Dana 

Target Capalan KInerja 
Kebutuhan 
Dana/Pagu 

hdikadr otp,) program
Keluaran 

Sub 
Keglatan 

Hasa 
Keglatan 

Tolok Ukur Target 

Penatausahaan Arslp yangDInamis pada 
SKPD 

Penatausahaan Arslp yangDInamIs 
pada SKPD 

2 18 01 2,06 10 
Penatausahaa 
n Arslp 
DInamls pada 
SOPS 

jumlah Bahan Bacaan danPeraturan 
Perundang undangan yang dIsedlakan 

jumlah bulan terlaksananya Penyediaan 
Barang CeLskan den Penggandaan 

jumlah bulan teriaksananya Penyediaan 
Peralatan Rumah Tangga 

jumlah FasilItasi Rapat-rapat 
KoordlnasI dan Konsultasl ke b urden 
Deism Daerah 

jumlah Makanan dan MInuman yang 
dIsedIakan 

jumlah Peralatan dan Perlengkapan 
Kantor danATK 

Penatausahaan Arslp yangDInamis pada 
SOPS 

l Iah um 
Dokumen 

h Penatausaaan 
ArsIpDlnam ls 
pada SOPS 

Persentase 
Terselenggaranya 
Pengadministraslan 
U mum Perang/cat Daerah 

1800 exampll.r

5000 !ember 

180 buah 

'20 orang 

700 porsi 

5 paket 

1 Arslp OPD 

1 D mokuen 5 paket 10.705,380 

— 

Dana 
Transfe 
r 
U mum. 
Dana 
Alokasi 
Umum 

jurnlah Behan Bacaan dan 
Peraturan Perundang undangan 
yang dlsedlakan 

jumlah bulan terlaksananya 
PenyedlaanBarang Cetakan dan 
Penggandaan 

jumlah bulan terlaksananya 

PenyedlaanPeralatan Rumah Tanga 

jumlahg FasIlltasI Rapat-rapat 
Koordlnasi dan Konsultasi km 
luar dan Datum Daerah 

jumlah Maker= dan MInuman yang 
dIsedlakan 

jumlah Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor danATK 

Penatausahaan Arslp yangDInamis 
pada SOPS 

1800 oomph 

5000 lembar 

180 buah 

20 orang 

700 porsi 

5 paket 

1 Arslp OPD 

ar 

5,000.000 

2 18 01 2.08 Penyediaan (asa Peounjang Unman PemerIntaban Daerah 420670,960 177,250,880 

2 18 01 2.08 01 
Penyediaan 
j asa Surat 
Menyurat 

jumlah penyediaan lasa Komunikasl, 
Sumber DayaAirdan IlstrIk 

jumlah penyediaan jasasurat menyurat 

jumlah tenaga Swakelola,Tenaga IT, 
Soplr.dan Keberslhanperkentoran 

jumlah Laporan 
Penyedlaan jasa 
SuratMenyurat 

Persentase Tersedianya 
Pisa Penunjang Unman 
Pemerintah Daerah 

12 bulan 

12 bulan 

12 bulan 

1 Laporan 100% 37.000,000 

Dana 
Transfe 
r 
Umum. 
Dan. 

Alokas1 
Umum 

jumlah penyediaan jasa KomunIkasl, 
Sumber DayaAirdan IlstrIk

jumlah penyediaan jasasurat 
menyurat 

jumlah tenaga 
Swakelola.Tenaga IT, SopIr, 
dan Keberslhanperkantoran 

12 Wan 

12 bulan 

12 bulan 

30,100.000

2 18 01 2.08 02 
Penyediaan jasa 
KomunIkesi, 
Sumber DayaAlr 
dan LIstrIk 

jumlah penyedIaanlasa Komunlkasi, 
Sumber DayaAirdan IlstrIk 

fumlah penyediaan iasasurat menyurat 

jurnlah tenaga Swakelola.Tenaga IT, 
Sopir,dan Keberslhanperkantoran 

Jurnlah Laporan 
Penyedlaan jasa 
KomundcasI, Somber 
DayaAirdan Listrik 
yang DIsedlaken 

Persentase Tersedlanya 
jasa Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 

12 bulan 
12 bulan 

12 bulan 

1 Laporan 100 % 78,500,000 

Dana
Transfe 
r 
Umum. 
Dana

Alokasl 
Umum 

jumlah penyediaan jasa Komunikasl, 
Sumber DeWitt dan IlstrIk 

jumlah penyediaan jasasurat 

menyurat 
jumlah tenaga

Swakelola,Tenaga IT, SopIr, 
dan Kebersihanperkentoran 

12 
Wan 

12 bulan 

12 bulan 

42,000.000 

2 18 01 2.08 04 
Penyediaan jasa 
Pelayanan Umum 
Kantor 

jumlah penyediaan jam KomunIkasi, 
Sumber DayaAirdan IlstrIk 

jumlah penyediaan jasasurat menyurat 

Itanlah tenaga Swakelola,Tenaga IT, 
Soplr,dan Kebersihanperkantoran 

jumlah Laporan 
Penyediaan jasa 
Pelayanan Umum 
Kantor yang 
Disediakan 

Persentase Tersedlanya 
lase Penunjang Urusan 

emerinta arm P h D ah 

12 bulan 
12 bulan 

12 bulan 

12 Laporan 100 % 305,170,960 

Dana 
Transfe 
r

Umum- 
Dan. 

Alokaal 
Umum 

jumlah penyediaan lase Komunlkasl, 
Sumber DayaAirdan lIstrik 

jumlah penyediaan jasasurat 

IllellyUrSt 
jumlah tenaga 
Swakelola,Tenaga IT, Sop'. 
dan Kebersihanperkantoran 

12 buIen 

12 bulen 

12 bulan 

105,150,880 

2 18 01 2.09 Parnell araan Baran Milk Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 309,105,380 68,000,000 
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Program dan Kegiatan Perangkat DaeraltKabnpaten Padang Parhunan Tahun 2023 
Unit Organisasi : 2.18.3.31.0.00.03.0000 DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN 
Sub Unit Organisasi : 2.18.3.31.0.00.03.0000 DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN 

Kode 
Unman/ Mang 

Urosan/Program/ 
Keglatan/ Sub 

Keglatan 

facilitator Kinerja Rencana Talmo 2023 

Catat 
a. 
Pend 
tli 

Prakiraan Male Rencana Taken 2024 

Capaian Program Keluaran Sub Keglatan Basil KegIatan Lokasi Output 
Kegiatan 

Target CapaIan Kinerja 
Paguladatif 

PIM 
SumberDana 

Target Capalan Kinerja 
Katutukan 
Dasa/Pagu 

indkatif (Rp.) Program
Keluaran 

s.b

Keglatan 

flaSil 
Kegiatan 

Tolok U or Target 

2 18 01 2.09 01 

Penyediaan lase 
Pemeliharean. 
Blaya 
Pemellh arum, dan 
PalakKendarean 
peror. nsan pints

atau Kendaraan 
DInas labaten 

jumlah Maya Jasa Pemellharean. 
Maya Peme'Marian den Pajek 
Kendaraan Perorangen Dines atau 
Kendareen Dines labater 

jumlah Maya Serena den Prasarana 
Gedung Kantoratau Bangunan 

leinnya yang di Pellhara/Rehabilitasi 

lumlah Bleye Serene denPreserana 
Peralatan Kantor lainnya yang di 
Pellhara 

Jumlah Kenderaen 
Perorangan Dines area 
Kendaraan Dines jebatan 
yang Dipellhare den 
dibayarkan Palaknya 

Persentase Terlalcsananya 
Pemellharean Barang Mink 
Daerah 

12 bulan 

12 bulan 

12 Wan 5 Unit 94 % 174,105.380 

Dana 
Transfer 
Umum-Dana 
Alokasi 
umum 

Jumlah Maya Jose Pemellhareen, 
Biaya Pemellharaan den Mak 
Kendereen Perorengen Dines atau 
Kendaraan Dings jebatan 

Jumlah Blaya Serena den Praserana 
Gedung Kantoratau Bangunan 
lainnye yang di Pellhara/Rehebilltasi 

Jumlah Maya Serene denPreserana 
Peralatan Kantor lainnya yang di 
Pelibare 

12 bulan 

12 bulan 

12 bulan 31,000,000 

2 18 01 209 09 

Pemellharean/lieha 
bilitasiGedung 
Kantor den 
Bangunan Lainnya 

jumlah Bleye Jess Pernellhareen, 
!Maya Pemeliheraan dan Polak 
Kenderean Perorangan Dines atau 
Kendaraan Dines Jabatan 

jumlah Maya Serene den Presarana 
Gedung Kantoratau Bangunan 
lainnya yang di Pellhara/Rehabilitesi 

jumleh Biaya Sarana danPraserana 
Persia= Kantor lainnye yang di 
Pelihera 

jumlah Gedung Kantor 
den Bangunen Lainnye 
yang 
Dipelihere/Direhabilitasi 

Persentase Terlaksananya 
Pemellharean Barang Mink 
Daerah 

12 bulan 

12 bulen 

12 Wan 

1 Unit 94 % 

120,000,000 

Dana 

Transfer 
Umum-Dana 
Alokasi 
Umum 

lumlah Biaya Jess Pemeliharaan, 
Biqa Pemeliharaan den Pollak 
Kendaraan Perorangan Dines atau 

Kenderaan Dines jebatan 
lumlah Maya Serene den Preserana 
Gedung Kantoratau Bangunan 
lainnya yang di Pellhara/Rehabilitasi 

jumlah Blaya Serena danPreserana 
Peralatan Kantor lainnya yang di 
Pelihare 

12 bulan 

12 baton 
12 Wen 24,000.000 

2 18 0 1 2.09 10 

Pemellheraen/Reha 
bilitasiSerana dan 
Prasarana Gedung 
Kantor atau 
Bangunan Lainnye 

jumieh Ways Jane Pemellharaan. 
Maya Pemellhareen dan Pajak 
Kendaraan Perorangen Dines atau 
Kendaraan Dines jabetan 

Jumlah Biaya Samoa den Presarana 
Gedung Kantorateu Bangunan 
lainnya yang di Pellhere/Rehabilitasi 

lumlah Maya Samna danPreserene 
Peralatan Kantor lainnye yang di 
Pellhara 

Jumlah Unit Serena den 
Prasarana Gedung Kantor 
eteu Bangunan Lainnya 
yang Disediekan 

Persentase Terlalcsananya 
Pemeliharaan Barang MIR 
Daerah 

12 baton 

12 baton 

12 Wan 1 Unit 

94 % 15,000,000 
Dana 
Transfer 
Umum-Dana 
Alokesi 
Umum 

Jumlah Blaya Jane Pemeliharaen, 
Biaya Pemellharaan dan Palek 
Kander/Ian Perorangan Dines atau 
Kendaraan Dines 'abeam 

jumlah Blaya Sarana den Preserene 
Gedung Kantoratau Bangunan 
lainnye yang di Pellhara/Rehabilitasi 

jumlah Ways Serena danPreserena 
Peralatan Kantor lainnya yang di 
Pellhara 

12 bulan 

12 Wan 
12 bulan 

13,000,000 

2 18 02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL 81,180,000 112,811,640 

2 18 02 2.01 
Penetap 

an Pemberlaa Fasilltas/InsentIf DIbIdang Penanaman Modal yang Meajadl Kewenangan Daerab Kabupaten/Kota 11,180,000 41,934,920 

2 18 02 2.01 01 

Penetepen 
Kebijakan Daerah 

Meng'"al
Pemberian 
Fasilitas/Insentif 
dan Kernudahan 
Penanaman Model 

jumlah Penetap Kan ebljekan 
Daereh mengenal Pemberian 
Fesilites/Insenfif dem Kemudahan 
PenanamanModel 

jumlah P eraturan 
Deerah/Provi est delam 
Pemberian 
Fasilitas/Insentif dan 
Kemudahen Penanaman 
Modal 

jumlah bulan dan dokum en 
Terleksananya Penetapan 
Pemerian Fas es b ilit 
/insentif Dibideng 
Penanaman Modal an
menladi Kewenangan 
Daerah Kabupaten/Kota 

3 Perbup 2 Dokumen 1 Dokumen 11,180,000 

Dana 
Transfer 

Um"'" D"' 
Alokesi 
Umum 

jumlah Penetapen (bilken 
Deerah mengenai Pemberian 
Fasilitas/Insentif den Kemudahan
PenanamanModel 

3 
Perbup 

41,934,920 

2 18 02 2.02 
Pentium 

tan Pete Potensi Investasi Kabopaten/ICota 70,000,000 70,876,720 
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Program dan Kegiatan Peranglutt DaerahKabnpaten Padang Parltunan Tahun 2023 
Unit Organisasi :2.18331.0.00.030000 DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU DAN PER1NDUSTRIAN 
Sub Unit Organisasi : 2.18.3.31.0.00.03.0000 DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN 

Kod 
e 

Unman/ 111dang 
Urnsau/Program/ 

Kegiatan/ SubKeglatan 

Indikator KInerja Rencana Tabun 
2023 

Cata an 
Panting 

Prakiraan Male Rencana Tabun 2024 

Caplan Program Kelearan Sub Keglatan Hull Keglatan 
Lokasi 

Outwit 
Kegiata 
n 

Target Caplan lOneria 
Pagulndikat 

iligP.) 
Somber 

Dana 

Tar at Capstan KInerja 
Lebutnban 
Pana/Pags 
Indlltatif 

(gP4 

Program
Kaluaran 

Sob 
Keglatan 

H asil 
Keglatan 

Tolok Ukur Target

2 113 02 2.02 01 
Penyusunan rten""' 
SonoraPenanamen Modal 

Daerah Kabupaten/Kota 

1. jumlah nilei Investes1Berskale 
Nasional (PMDN/PMA) 2. jumlah 
helm terlaksananya Penyusunan 
Rencana Umum Penanaman 
Mod ID h Kab K aera upaten/ota 

lumleh Keglatan Usehadarl 
Pelaku Usaha yang 
Memperol eh Insentlf dan 
Kemudahan Berusaha di 
Daerah 

jumlah Peraturan Daerah 
(Penis) Rencana Umum 
Penanaman Model Daerah 
Kabupaten/Kota 

jurnlah bulan dan 
dokumen Terlaksananya 
Pembuetan Pete Potensi 
Investesi 
Kabupaten/Kota 

1 Dokumen 
1 Keglatan 
Usaha 

1 Dokumen 

1 Dokumen 35,000,000 

Dana 
Transfer 
Umum• 
Dana 
paokes j 

Umum 

1. jumlah nlIel InvestasIBerskala 
NesIonal (PMDN/PMA) 2. jumlah 
button terlaksananya Penyusunan 
Rencana Umum Penanaman Modal 
Daerah Kabupaten/Kota 

1 
Dokumen

35.500,000 

2 18 02 2.02 02 

Penyedlaan Peta Potensi 
den Palming Usahe 
Kabupeten /Kota 

1. !umiak !dial Investes1Berskala 
Nasional (PMDN/PMA) 2. jumlah 

terlaksenanya Penyusunan 
Rencana Umum Penanaman 
ModelDaerah Kabupaten/Kota 

jumlah Pete Potensi 
Investasl dan Peluang 
U sahe Kabupaten/Kote 

jumlah bulen dan 
dokumen Terlaksananya 

P P otensi Pembuaten ete 
Investas1 
Kabupaten/Kota 

1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 35,000,000 

Dena 
Transfer 
U mum. 
Dana 
mokas, 
Umum 

1. jumlah Mlal InvestesIBerskala 
Nesional (PMDN/PMA) 2. jumlah 
bulan terlaksananya Penyusunan 
Rencana Umum Penanaman Modal 
Daerah Kabupaten/Kota 

1 
Dokumen 

35,376.720 

2 18 03 PROGRAM PROMOS' PENANAMAN MODAL 35,000,000 144,293,958 

2 18 03 2.01 Penyeleuggaraan Promos' Penanaman Modal yang MeMad Kewenangan Daerab Kabupaten/Kota 35,000,000 144,293,958 

2 18 03 2,01 01 
Penyusunan Strategi 
Promos' Penanaman 
Modal 

jumlah Dokumen HeslIKegleten 
Promos' Penanaman Modal 
Kabupaten/Kota 

jumlah Event Promosiinvestasi 

jumlah Peraturan Daerahyang 

Mengatur Promos! Penanaman 
Modal Kewenangan 
Kabupaten/Kota 

Ter...dram,. anemia P,.... 1
PenanamanModal 

jumlah Peraturan Daerah 
yang Mengatur Promos! 
Penanaman Modal 
Kewenengan 
Kabupaten/Kota 

Modal balan doku men thin 
Event Tertaksananya 
Penyelenggaraan Prornosi 
Penanaman Modem s 
menjadl Kewenanpn Dearth 
Kabapatenntota 

4 Event 

4 E vent 

1 Dokumen 

1 Dokumen 

1 Dokumen 1 Dokumen 15,000,000 

Dana 

Transfer 
Umum- 
Dane 
Alokasl 
Umum 

jumlah Dokumen liesIlKeglatan 
Promos' Penanaman Modal 
Kabupaten/Kota 

jumlah Event Promosilnvestasi 

jumlah Peraturan Daerahyang 

Mengatur Promosi Penanaman 
Modal Kewenangan 
Kabupaten/Kota 

Tersedlanya Strategi Promosi 
Penanamanntodal 

4 Event 

4 Event 

1 Dokumen

1 Dokumen 

54,293.958 

2 18 03 2.01 02 

Peleksenean Kegiatan 

Pr°m°sI Penanaman 
Modal Daerah 
Kabupaten/Kota 

jumlah Dokumen HasilKegiaten 
Promosi Penanaman Modal 
Kabupaten/Kota 

jumlah Event Promosilnvestasi 

jumleh Peraturan Daerahyang 
Mengatur Promos! Penanaman 
Modal Kewenan gen 
Kabupaten/Kota 

Tersedianya Strategl Promosi 
PenanarnanModal 

jumlah Dakum en Has1lKeglatan 

Pr°m°si Penanaman Modal 
Kebupaten/Kota 

;welsh WW1 doltamen d•rt 
r .;:T."2°.17: 171..., 

PenananrMedal Mg 
menjadi Knee/tang. Daerab 
XabspatenIXota 

4 Event 

4 Event 

1 Dokumen 

1 Dokumen 

1 Dokumen 1 Dokumen 20,000,000 

Dana 

Transfer 

Urns"' 
Dana 
Alokesi 
Umum 

jumleh Dokumen HasilKeglatan 
Promosl Penanaman Modal 
Kabupaten/Kota 

jumlah Event Promosiinvestasi 

jumlah Peraturan Daerahyang 
Mengatur Promosl Penanaman 
Modal K ewenangan 
Kabupaten/Kota 

Tenedianyn Strategi Promosi 
PenanarnanModal 

4 Event 

4 Event 

1 Dokumen 

1 Dokumen 

90,000,000 

2 18 04 PROI RAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL 173,568,721 154,132,183 

2 18 04 2.01 Pelaya an Perlsthan dan Na, Peri:loan Secara invade Satu Pinta dIbidang Penanaman Modal yang Menjadl Kewenangan Daerab Kabupaten/ Kota 173,568,721 154,132,183 

2 18 04 2.01 01 

Penyedisan Pelayanan 
Terpado Perhinan clan 
Nonperitinan Berbasis 
s'...P.I., ....P.iz'..n
Berusaba Tedotegfesi 
sec.,. 

jumlah Penyediaan Pelayanan 
Terpadu Perizthan den 
Nonperizinan berbasIsSistem 
Pelayanan Periz1nen Berusaha 

jurnIah Pelaku Usaha yang 
Mendepatkan Pelayanan 
Terpadu Pedzinan clan Non 
Perizinen BerbasIs &stem 
Pelayanan Perizinan Berusaha 

iunilab Wan terlakaananya 
PelayananPedainan dan Non 
Perlenan secara Terpad•Satu 
Pinta dibidang Pennant., 
Modal yang 

1000 Peleku 
usaha 

1000 
aPelaku

Usah 
1000 
usahaPelaku 108,9613,721 

jurnlah Penyediaan Pelayanan 
Terpadu Perizinan dan 
Nonperizinen berbasisSistem 
Pelayanan Perizinan Berusaha 

Pela 1000ku 
usaha 

54,132.183 
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Program dan Kegiatan Perangkat DaerahKabupaten Padang Parianum Tahtm 2023 
Unit Organisasi :2.18.3.31.0.00.030000 DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN 
Sub Unit Organisasi : 2.18.3.31.0.00.03.0000 DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN 

Kode 
Unman/ Elidang 

Urosan/Program/ 
Keglatan/ Sub 

Keglatan 

lodikator Kinerja Rencana Tabun 
2023 

Catatan 
Panting 

Prakiraan Majo Rencana Tabun 2024 

Capalan Program Keluaran Sub Keglatan Hasil Keglatan Lokasi 
(Mont 
Keglatan 

Target Capaian Kinerja 
Palm todikatif 

(DP•1 
Sumber 

Dana 

Target Capaian Kinerja 
Kebotokan Dana/ 

Pagu Indikatif 
(RP.) 

Program
Kaltman 

Sob 
Keglatan 

Hasil 
Keglatan 

Tolok Ukur Target 

Elektronik 
TerintegrasI secara 
Elektronlk 

Terintegrast Secara 
Elektronlk 

menjadi Kewenangan Daerah 
Kabupaten/ KotaTerpadu Pertzlnan 
danNon Perialnan Berbasts Sistem 
Pelayanan Pertain. Berusaha 
Terintegrasi Secare 
Elektroniknperlatnan berbasts %tem 
PelayananPerizInan Berusaha 
TerIntegrasl secara E1ektronlk 

Dana 
Transfe 
r 
Umum• 
Dana 
Alokasi 
Umum 

TerIntegrasl secara 
Elektronik 

2 18 04 2.01 02 

Pemantauan 
Pemenuhan 
KomItmen Perizlnan 
dan Non Perizinan 
Penanaman Modal 

Jumlah Penyedlaan 
Pelayanan Terpadu 
PerIzInan dan 
Nonperialnan 
berbastsSistem 
Pelayanan Perlainan 
Berusaha Terintegr ast 
secara Elektronik 

Jumlah Kegiatan Usaha 
darl Pelaku Usaha yang 
Mendapat Pementeuan 
Pemenuhan KomItmen 
Peri:Man Berusaha dan 
Non Periztnan Penanaman 
medal

Jumlah bulan terlaksananya 
Pelayanan Pertain. den Non 
Perizinan secara Terpadu Sato PIntu 
dtbklang Penanaman Modal yang 
menjadi Kewenangan Daerah 
Kabupaten/ KotaTerpadu Perizlnan 
danNon PerizI nan Berbasls SIstem
Pelayanan Perialnan Berusaha 
Terintemm sec,. 
ElektronlknperlaInan berbasIs SIstem 
PelayananPerIzInan Berusaha 
Tertntegrast secara Elektronlk 

1000 Palau 
usaha 

1 Kegiatan 
Usaha 

10)0 Pelaku 
usaha 

00.00.000

Dana
Transfe

r 
Umum- 
Dana 
Alokasl 
Umum 

Jumlah Penyedlaan 
Pelayanan Terpadu

Perialnan den 
Nonperialnan berbasis 
Sistem Pelayanan 
PerIz1 nan saha 
TerIntegra

Beru
sI secara 

Elektronlk 

1000 Pelaku 
asahe 

20000,000 , 

2 18 04 2.01 03 

P dl enyeaan 
Konsult 

Layanan 
an dan 

Pengelolaan 
Pengaduan 
Masyarakat 
Terhadap Pelayanan 
Terpadu Pertain. 
dan Non Perizlnan 

Jumlah Penyedlaan 
Pelayanan Terpadu 
PerIzinan dan 
Nonperlalnan 
berbasIsSIstem 
Pelayanan Pertain. 
Berusaha Ter-Intel/1-ml 
secara Elektronik 

jumlah Orang yang 
Memperoleh Layanan 
KonsultasI dan 
Terkelolanya Pengaduan 
Masyeraket Terhadap 
Pelayanan Terpadu 
PerizInan dan Non 
Pertain. 

Jumlah bulan terlaksananya 
Pelayanan PerIzInan den Non 
Perizinan secara Terpadu Satu Pinto 
dIbldang Penanaman Modal yang 
menjadi Kewenangan Daerah 
Kabupaten/ KotaTerpadu Perizinan 
danNon PerizInan BerbasIs Ststem 
Pelayanan PerizInan Berusaha 
Tertntegres1 Seca. 
ElektronIknpertzinan berbasIs %tem 
PelayananPertzlnan Berusaha 
Tertntegrasi secara Elektronlk 

1000 Pelaku 
usaha 10 Orang 

1000 Pelaku 
.. tha 6,000,000 

Dana 
Transfe 
r 
umom_ 

Dana 
Alokasi 
Umum 

Jumlah Penyedlaan 
Pelayanan Terpadu 
Perlalnan dan 
N on pertain. berbasis 
SIstem Pelayanan 
Pertain. Berusaha 
TerIntegrasl secara 
EJektronlk 

1000 Pelaku 
usaha 30,000,000 

2 10 04 2.01 04 

Koordinesi clan 
Sinkronisasl 
Penetapan
Pemberian 
FasIlltesfinsentlf 
Daerah 

Jumlah Penyedlaan 
Pelayanan Terpadu 
Pedal nan dan 
Nonperizinan 
berbasisSIstem 
Pelayanan Perlzinan 
Berusaha Tedntegrast 
secara Elektronik 

fumlah Kegiatan Usaha 
dan i Pelaku Usaha yang 
Melakukan Koorellnasl den 
Sinkronisasi Penetapan 
Pemberlan 
Fasilitas/Insentlf Daerah 

Jumlah bulan terlaksananya 
Pelayanan Pertain. dan Non 
Perizinan secara Terpadu Seth Pintu 
dibidang Penanaman Modal yang 
menjadi Kewenangan Daerah 
Kabupaten/ KotaTerpadu Perizinan 
danNon Periztnan Berbasts 

1000 Pelaku 
usaha 

1 Keglatan 
Usaha 

1000 Pelaku 
usaha 

8.600.000 

Dana 
Transfe 

r um... 

Dana 
Alokasi 
llinum 

Jumlah Penyediaan 
Pelayanan Terpadu 
PerIzInen dan 
Nonperialnan berbasIs 
Sistem Pelayanan 
PerIzInen Berusaha 
Terintegrasi secara 
Elektronik 

1000 Pelaku 
usaha 

00,000,000 
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Program dan Kegiatan Perangkat DaeraltKabupaten Padang Pariaman Tabun 2023 

Unit Organism •2.18.331.0.00.03.0000 DIMAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN 

Sub Unit Orgartisasi 2.18.3.31.0.00.03.0000 DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN 

Rode 

_ 

Urosan/ Bislang 
Urosan/Progam/ 

Keglatan/ Sub 
Keglatan 

ndlkator Moeda Rencana Tabun 2023 

Catat 
.. 
Pend 

ng 

Praktraan Maps Rencana Talton 2024 

Capstan Program Keluarao Sob Kegatan Basil Keenan 
Lokasl Output 

Keglatan 

Target Capalan KInerja 
Pam) Indikatlf 

(RP.) 
Somber 

Dana 

Target Capalan Kinerja 
Kebutuhan 
Dana/Pago 

IMIkatIf (Rp.) Program
Keluaran 

Sub 
Keglatan 

Hash l 
Keglatan 

Tolok Ukur T.18,

Terciptanya Kerjesamadengen 
Kecematen 

Terdptanya Kerjasemedengan 
Kecamatan 

2 18 05 2.01 03 

Koordlnesi den 
SInkronlsasl 
Pengewasan
Peleksanean

PenenemenModal 

jumlah Kegiaten Usaha dad Pelaku 
Usaha yang Melakukan Koordlnas1 
clanSInkrontsaslPementauen 
Peleksanaan Penanaman Modal 

jumlah Keeaten Usaha dad Pelaku 
Usaha yang Melakukan Koordlnest 
denSInkronlsesI Pengawasen 

jumlah Pelaku Make yang 
Mendepatican Pemblnean 
Peleksenean Penenamen Modal 

jumlah Perusehaan PMA/PMDN yang 
menyampalken Laporan 

TercIptanya Kepeuhan 
masyerakat terhadap perienan 
dan non pertrinan 

TercIptanya Kerjesamedengan 
Kecamatan 

'umiak Keglatan Usaha 
dan l Pelaku Usaha yang 
Melakukan Koordinas1 
danSInkronlsas1 
Pengewasen 

fumlah buten 
terlaksenanya 

Pengendellan Pelaksaneen
Penanaman Modal yang 
menjedl Kewenangan 
Daerah Kabupaten/Kota 

1 Keglatan 

1000 Pelaku 
useha 

1000 Pelaku 

usaha
1 Keglatan 

1000 Pelaku 
Halle 

1000 Pelaku 
scabs 

1 Keidaten 
Usaha 1 

keglatan 96,600.006 

DAK Non 

Ftslk-
PasIlltel 
Penanaman 
Modal 

'umiak Keglatan Useha dad Palatal 
luau. yang Melakukan Koordlnas1 
denSInkronlses1 Pemantauan 
Pelaksanaan Penanaman Modal 

Jumlah Keglatan Usaha dart Pelaku 
Lsaha yang Melakukan Koordinasi 

jumlah Pelaku Usaha yang 

Mendapatken Pemblnean 
Pelaksenaan Penanaman Modal 

jumlah Perusehean PMA/PMDN yang 
menyampalkan Laporan 

TercIptanye Kepatuhen 
masyeraket terhadap perfzInan 
den non pertain/1n 

Terciptanye Kerfasemadengen 
Kecamatan 

1 Keglaten 

1000 Pelaku 
usaha 

1000 Pelaku toot
usaha 

1 Keglaten 

1000 Pelaku 
usaha

1000 Pelaku 
usaha 

4031)0411 

2 18 06 PRO( RAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL 35,251,279 29,514,673 

2 18 06 2.01 Pengel olun Data dan Informas1PerlsInan dan Non Pert:loan yang TerIntegras1 pada TIngkat Daerah Kabopaten/Kota 35,251,279 29,514,673 

2 18 06 2.01 01 

Pengolahen, 
Penyajlen den 
Pemenfaatan 
Data den 
Informs' 
Perlenanden 
Non Perlrinan 
BerbasIs S1stem 
Pelayanan 
peri,i nan

Berusaha 
Terintegrest 
Secara Elektronlk 

'umiak buten terlaksananya 
Pengolehan,Penyallen den 
Pemanfeaten Data den Informasl 
Peden/in den Non Pedenan 
Berbasts Slstem Pelayenan Pede 
Berusaha TerintegresI seam 
Elektronlk 

jumlah bulan terlaksananya 
Pengolahan,Penyehen den 
Pemenfeatan Data dan Informant 
Perlenen dan Non PerIzInen 
BerbasIs Sistem Pelayanan Pedenan 
Berusaha Terintegrasi secara 
Elektronlk 

jumlah Data dan 
Informed t Periztnan 
den Non PerIzInan 
Berbasis Ste 
Pelayanan PerizInan 
Berusehe TerIntegrast 
Secara Elektronlk yang 
DIolah, Mall dan 
Dlmenfeetken 

jumlah bulan 
terieksananya Pengelolean 
Data dan Informal 
Peririnan dan Non 
Petirinen yang Terintegresl

nan pada Tingkat Deerah
am Kabupaten/Kotaan 

BerbasIs SIstem Pelayanan 
Perienen Berusaha 
TerIntegrasi Secare 
Elektronik yang Dlolah, 
Mei dan DImenfeetkan 

1 Dok 

1 Dokumen 
1 Dokumen 1 dokumen 35,251.279 

Dana 
Transfe 

Umum- 
Dana 
Alokes1 
Um= 

;umiak buten terlaksananya 
Pengolahan,Penyajian dan 
Pemenfaaten Data den Informed 
Perlenen dan Non Pedzinan 
Perbasis SIstem Pelayanan 
Perienen Bentsen, Terintegras1 
secera Elektronik 

ju mlah buten terlaksenanya 
Pengolahan,Penyeflan den 
Pemanfaatan Data den Informas1 
Perizinen dan Non PerizInen 
Berbesis Steam Pelayanan 
Perlainan Berusaha Terintegrast 
secera Elektronik 

1 Sob 

1 Dokumen 
29,514,673 

3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 

3 31 URUSAP PEMERINTAHAN MDANG PERINDUSTRIAN 15,173,957,000 15,621,307,054 

3 31 02 PRO( RAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI 15,163,957,000 15,457,336,647 

3 31 02 2.01 Pearls unan dan EraduatI Rencana Pembangunaz IndostrI Kabnpaten/Kota 15,163,957,000 15,457,336,647 

3 31 02 2.01 01 
Penyusunan 
Rencana 
Pembangunen 
Inclustri 
Kabupaten/Kota 

Dokumen Ranperda, Dokumen 

Perde, Dokumen Reale Perda 
jumlah Dokumen 
RencenePembangunen 
Inclustrl 

jumlah buten 
terlaksananya 
penyuson, penerapan

1 Dokumen 
1 sent,. 1 Dokumen 1 Sentra 5,000,000 

Dana 
Transfe 
r
Urnum-

Dokumen Ranperda, Dokumen 
Perda. Dokumen Revist Per& 

1 Dokumen 

1 Sentra 0 
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Program dan ICegiatan Penumkat DaerahKabtmaten Padang Parlimum Tahun 2023 
Unit Organisasi 2.18.3.31.0.00.03.0000 DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN 
Sub Unit Organisasi : 2.18.3.31.0.00.03.0000 DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN 

Ku 
de 

Unman/ Mang Unman/ 
Program/ Keglatan/ Sub 

Keglatan 

Indlkator Kilterla Rencana Talmo 2023 

Catata 
. 
Pentln 
It 

Praldraan Maj. Rencana TTTTT 2024 

Capalan Program Kehoarse Sub Keglatan Hash l Keglatan Lokasl Output 
Keglatan 

Target Capalan KInerIa 
Pap IndMatti 

(RR) 
SomberDana 

Target Capalan ICIner1a 
Kebutuban 
Data/Pams 

Indkatif (Rp.) pi. es.... 
Keloaran 

Sub 
Kegiatan 

H2211 
Keglatan 

Tolok Ukur Target

jurnlah IKM yang 
dIserdfikes1 

Persentase pembengunansentra 
IKM cokelat den Jumlah Sentra 
IKM yang DIkembanglcan 

dan Evaluasl Rencane 
Pembangunan Ind ustrl 
Kabupaten/Kota 

1 Sentra 
Dana 
Alokasl 
Umum 

jumlah IKM yang 
dIsertlflkasl 

Persentasepembangunan 
sentra !KM cokelat dan 
jumlah Sentra IKM yang 
Dlkembangkan 

1 Sentra 

3 31 02 2,01 04 

Koordlnasl, 
SInkronlses1,dan

Pelaksanaan 
Pembangunan Serena 
den Preserana Industrl 

Dokumen Renperde, 
Dokumen Perdu, Dokumen 
RevIsl Perda 

jumlah IKM yang 
dIsertlfikas1 

Persentase pembengunansentra 
IKM cokelat den jumlah Sentra 
IKM yang DIkembengkan 

Jumlah Dokumen Hash! 
Koordlnasl. 
SInkronlsasl, den 
Pelakeenaan 
Pembangunan Serena 
danPrasarana Industr1 

Jumlah bulan 
 teriaksananya 
Penyusunen. Penerapan 
den EvalueslRencena 

Pembangunan Industri
Kabupaten/Kota 

1 Dokumen 

1 Sentra 

1 Sentra

1 Dokumen 1 Sentra 50,000.000 

Dana 
Transfer 
Umum-Dana 
Alokas1 
Umum

Dokumen Ranperdn, Kalman 
Parda. Dokamen &Mal Perda 
lamilblKalyang 
disortlfilmal
Penance. pembanamnansenma 
1KM oakelat dan lamlah Sentra KM 
 MI Dikembangkan 

1 Dokumen 

1 Sent. 
1 Sentra

100,000.000

3 31 02 2.01 05 

Koordlnasl, 
Sinkronlses1,dan 
Pelaksenean 
Pemberdayeen Industrl 
den Peron Sen. 
Masyeraket 

Dokumen Ranperda, 
Dokumen Perda, Dokumen 
Revisi Perda 

jumlah IKM yang 
disert1fikasl 

Persentasepembangunansentra 
IKM cokelat den jumlah Sentra 
IKM yang DIkembangiran 

jumleh Dokumen 
Bashi Koordlnesi, 
SInkronleasidan 

Peleksanaan 
Pemberdeyaan 
Industrl den Peran 
Serta Masyerakat 

jumlah bulan 
terlaksanenya 
Penyusunan, Penerapan 
dan Evaluas1 Rencana

Pembangunan Industri 
Kabupeten/Kota 

1 Dokumen 
1 Sentra 

1 Sentra 

1 Dokumen 1 Sentra 

15,108,957,000 

Dana TransfarUmam- 
Lin A Iglu.' Umam 

DM Flak. Malang 
IndaatrIKeell den 

Menenaah. 
Penupsan- 

PK,KlmniumnSnntra 
ntm Kan Itnitallassi 
SentralKM 

Dokatnen Ranperda. Dokomen 
Perda. Dokamen ReMal Perda 
Mmlab IKM yang 
euernfikau 
Penmen bangunarmentra pent 
101 coltelat dan Karnlab Sentra IKII 
yaps OlkenbanaMan 

1 Dokumen 

1 Sentra 
1 Sentra 

14,157,336,647

3 31 03 PROG RAM PENGENDALIAN 1ZIN USAHA INDUSTRI 5,000,000 113,970,407 

3 31 03 2.01 PenerbItan DID Usaba Industri (HUI), IzIn Perluasan Usalta Industrl HPUI), Isle Usaba Kawasan Industrl HUKI) dan Isla Perinasan Kawasan lodustrl (IPKI) 

Kewenanou Kabupaten/Kota 
5,000,000 113,970,407 

3 31 03 2.01 01 

FasIlltaslPemenuhan 
KomItmen Perolehan III, 
IPUI, IUKI dan IPKI 
Kewenangen 
Kahupaten/Kote &dam 
%tem Inforrnasl Industrl 
Anion.] (SIINas) yang 
Terintegres1 dengan 
Sistem Pelayanan 
Perlelnan Bennaha 
TerIntegrasl Secara 
Elektronlk 

jumlah Dokumen Hull FasIlItas1 
VerIfikasl Telous Pemenuhan 
Kesesualen Perayaraten TeknIs 
Perielnan Berusaha Sektor 
Industrl den/ateu dalam rangka 
Perluasan Usaha untuk Bldeng 
Usaha dengan RIslko Sulk, 
Menengah-TInggl den Tinggl, 
Melalul SIINas yang TerIntegres1 
dengan %tem SOS 

jumlah IKM yang 
bersertifikat dl bldang 
industil 

jumlah Dokumen Hull 
FasIlitasIVerlfikes1 
TeknIs Pemenuhan 
Kesesuatan Persyaratan 
Teknis PerizInen 
Berusaha Sektor 
Industrl dan/atau 
dalam rangka Perluasan 
Usaha untuk Bidang 
Usaha dengan Rislko 
Usaha Menengah-TInggl 
dan TInggl, Melalul 
SIINas yang 
Terintegrasi dengan 
Slstem 0S5 

jumlah bulan 
terlaksananya PenerbIten 
lain Utah, Industrl (IUI) 

Izin Privas1." Utah. 
Industri (IPUI), lain Usaha 
Kawasan Industr1 (IPKI) 
Kewenangan Kabupaten / 
Kota 

1 Dokumen
1 Dokumen 

1 Dokumen 1 Dokumen 5,000,000 

Dena 
Transfer 
Umum-Dana 
Alokasi 
Umum 

jumlah Dokumen Hull 
FasIlltasIVerlfikeslTeknIs 
Pemenuhan Kesesualen 
Persyaratan Teknls 
PerizInen Berusaha Sektor 
Industrl dan/atau deism 
rangka Perluasan Usaha 
untuk Bidang Usaha dengan 
RIslko Usaha Menengeh- 
TInggl dan TInggi, Melalul 
SIINas yang TerIntegres1 
dengan Slstem OSS 

jurnlah IKM yang 
bersertIfikat dl bldang 
Industri 

1 Dokumen 

1 Dokumen 
113,970,407 

3 31 04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL 5,000,000 50,000,000 

3 31 04 2.01 Penyedlaan InformasI Industrl monk Inforams1 Indastrl sahib 101, IPUI, luta dan IPKI Kewenangau Kabnpaten/Kota 5,000,000 50,000,000 

3 31 04 2.01 01 

Fasilitasi Pengumpulan, 
Pengolahan dan Anallsls 
Data Industri, Data 
Kawasan Industrl serta 

junalah Dokumen Datalndustri jurnlah Dokumen 
Hull F.51110,51 
Pengumpulan, 
Pengolahan dan 
Analisis 

jumlah bulan 
terlaksananya Pengelolean 
Sisters Informasi Industri 

1 Dokumu 

1 Dokumen 
1 Dokumen 1 Dokumen 5,000,000 

Dana 
Transfer 
Umum- 

jumlah Dokumen Datalndustrl 
1 Dokumen 

1 Dokumen 
50,000,000 
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Provum dan Keglatan Penuigkat DaerahiCabupaten Padang Pariaman Tahun 2023 

Unit Organisasi :2.18.3.3100003.0000 DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN 

Sub Unit Organisasi : 2.18.3.31.0.00.03.0000 DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN 

Rode 
Uresan/ Mang Unman/ 
Program/ Kegiatan/ Sob 

Keglatan 

Indlkator lanerja Rencana Tabun 2023 

Catalan 
Panting 

PrakIraan Maje Rencana Taken 2024 

CanaIan Program Kelnaran Sub Keglatan HasII Kegt
atan Lokasi Ovum 

Ke14.. 

Target Capalan Mimi. 
Page Ind{kalif 

HIP4 

Smoker 
Dana 

Target Lapalan Melia 
Kebetnhar Dana/rap

1.
Indikatif (Rp.)

Program 
KeDuran 

Sub 

Keenan 

Hull 
KegIatan 

Tolok Ulm Tong 
et 

Data Lain LIngkup 
Kabupeten/Kota Melalui 
Slstem Informasl Industri 
National (SIINas) 

Iumlah Dokumen Hash] 

" ' "ith' i P' ngumPul' n' 
Pengd ahan den Anallsls 
Data IndustrI, Data

Kawasan Industrl serta 
Data Lain LIngkup 
Kabupaten/Kota Melalul 
Sistem Informesl Industri 
Nacional (SIINas) 

Data IndustrI, Data 
Kewasan Industri serta 
Data Lein lingkuP 
Kalcupaten/Kote Melalui 
SIste m Informal IndustrI 
Nasional (SIINas) 

Nasional 
Dana 
Alokasi 
Umum 

furnish Dokumen Haan 
FesIlitasi Pengumpuian, 
Pengolahan den Analisls 
Data Industri, Data 
Kawasen Industri serta 
Date Lain LIngkup
Kabupaten/Kota Melalui 
Sistem informasi Industrl 
Nasional (SIINas) 

TOTAL 20,770,306,119 19,27060,798 
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PADANG PARIAMAN 

BAB V 

PENUTUP 



PENUTUP 

RENJA DPMPTP Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023 yang secara 

umum maupun secara khusus disusun sebagai acuan/pedoman dalam melaksanakan 

tugas pokok dan fungsi OPD sekaligus ukuran keberhasilan dalam melaksanakan 

tugas-tugas dan kegiatan-kegiatan serta program-program pembangunan yang 

dilakukan dan dilaksanakan oleh DPMPTP Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021. 

Tingkat keberhasilan dalam pencapaian sasaran target yang ditetapkaan 

menyesuaikan manakala anggaran yang dibutuhkan mengalami perubahan. 

Selanjutnya Rencana Kerja (Renja) DPMPTP Kabupaten Padang Pariaman 

Tahun 2023 ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi DPMPTP Kabupaten 

Padang Pariaman dalam menjalankan tugas dan fungsi OPD serta sebagai acuan dalam 

menyusun Program/Kegiatan Pembangunan SKPD dalam kerangka penyusunan 

RAPBD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2023. 

Keberhasilan pelalcsanaan Renja DPMPTP Kabupaten Padang Pariaman 

Tahun 2023 tidak terlepas dan i peran dan tanggungjawab seluruh staf DPMPTP 

Kabupaten Padang Pariaman dan diiringi peran aktif stakeholder pembangunan 

Kabupaten Padang Pariaman. Tanpa adanya kerjasama yang harmonis maka 

pencapaiannya tidak optimal. Diharapkan semua unit kerja dapat melaksanakannya 

dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja lembaga, 

unit kerja dan kinerja pegawai. 

Pariaman, 11 jUil 2022 
kl-1DINAC PENANAMAN MODAL PELAYANAN 

TERPADT715)AN PER1NDUSTRIAN 
KABUPAI EN PADANG PARIAMAN 

"Drs. YUi XRfvAJ Apt 
Pembina Marna Muda NIP. 19630905 199003 1 001 

71 


